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ADSTRAK 

PENEGAKAN HOKUM TERHADAP ANAK SEHAGI PELAKU TINDAK 
PJDANA PENCUIHAN DJ WILAYAHUUKUM 

PO LR ES P ELABUHAN BELA WAN 

Nam a 
NPM 

: .John R.E. Pangaribuan 
: 141803063 

Program : Magistcr Hukum 
Pcmbimbing I : Prof. Dr. Ediwarmao., SH., M.Hum 
Pcmbimbing II: Muaz Zul., SH., M.Ilum 

Anak ad al ah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat 
harkat dan martabat sebagi manusia scutuhnya. Anak perlu mcndapat kesempatan 
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik_, 
mental maupun sosial agar dapat mertjadi generasi penerns cita-cita perjuangan 
bangsa dan kelak diharapkan dapat mcnjamin kelangsungan cksistensi bangsa dan 
negara. Anak: dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai manusia yang 
berada dalam tahap Jabil pencarian jati diri. Anak juga mcrupakan gerenasi 
penerus bangsa. Penegakan hukum tcrha<lap anak pelaku pencurian di wilayah 
hukum Polri~s Pela.buhan bclawan semakin tahun semakin mcningkat seiring 
dengan semakin tingginya teknologi dan merosotnya ekonomi masyarakat, dan 
untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dibawah ancaman 7 (tujuh) 
tahun dikedcpank.an tindakan diversi dan rcstoratif justice scsuai dengan UU no. 
11 Tahun 201 2 tentang Sistem Peradilan Anak. 

Katakunci: Pidana anak, penegakan hukum, konsep diversi 
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ABSTRACT 

DETERMNATION OF TI££ LAW 1'0 CHILD AS AUBJECT OF THIEVE 
CRIMINAL AT LAW OF DISTRICT POLRE'S OF BELA WAN 

Name 
NPM 

: Joll R.E. Pangaribuan 
: 141803063 

Program : Master of Law 
Academic adviser I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum 
Academic adviser I/: Muaz Zul., SH., M.Hum 

Children are a gift of God Almighty, which in itself inherent dignity of the 
human being as a whole. Children need to get the widest possible opportunity to 
grow and develop optimally both physically, mentally and socially in order to 
become the next generation the ideals uf national struggle and would be expected 
to ensure the continued existence of the nation. Children with warts and all as 
human beings who are in a stage of self labile. Children's also is the nation's next 
gerenasi. Law enforcement against children perpetrators of theft in the 
jurisdiction of Police Port of Belawan growing year increasing along with the 
high technological and economic meltdown of society, and lo children as 
perpetrators of the crime of theft under threat of 7 (seven) years of prioritized 
actions diversion and restorative justice in accordance with the Law no. 11 Year 
2012 on Juvenile Justice System. 

Keywords: Criminal children, law enforcement, the concept of diversion 
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DABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah dan kanmia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu 

mcndapal kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik secara pisik, mental maupun sosial agar dapat mcnjadi generasi 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin 

kclangsungan eksistensi bangsa dan negara. 

Pada kenyataannya masih lerdapat banyak anak yang belum terlindungi 

dari berbagai bentuk kekerasan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat 

kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar bahkan di dalam 

memperlanggungjawabkan perbuatan mclawan hukum masih banyak anak 

diperlakukan dengan tidak wajar . . . 
Anak dcngan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai m.anusia yang 

bcrada daJarn ta11ap labil pencarian jati diri. Anak juga merupakan generasi 

penerus bangsa yang sudah seharusnya diberikan perlindungan penuh oleh negara, 

hal tcrsebul dika.renakan anak merupakan cikal-bakal atau calon-calon pemimpin 

masa depan bangsa dan sudah scwajarnya diberikan pendidikan yang baik dan 

cukup untuk bekal kchidupannya kelak. Anak dengan dunianya yang penuh 

warna, apabila dalam dunianya mereka terpcngaruh orang-orang dekat atau 

lingkungan yang kurang baik, maka hal tersebut akan terekan dalam benak dan 

pikiran bcrkaitan dengan pengaruh buruk tersebut. 
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2 

Pengaruh dari dalam dan dari luar diri anak menjadi penyebab perilaku 

anak akan mcnjadi baik atau buruk. Apabila pengaruh yang ja dapatkan tcrsebut 

baik dengan menanamkan norma-norma agama, sopan santun yang baik dalam 

pribadi dan kcschariannya, hal terscbut merupakan modal awal bagi anak untuk 

bisa hidup lcbih baik. Hal yang scbaliknya tc1::jadi apabila pengaruh dari diri dan 

luar diri anak buruk maka hal terscbut dapat mcnjadikan anak berperilaku buruk 

pula.1 

Kasus anak. yang berhadapan dengan hukum semakin hari semak.in 

bertambah jumlahnya hal tersebut dibuktikan dengan laporan KPAI ( Komisi 

Perlindungan anak Indonesia) yang menyebutkan Kasus pidana yang melibatkan 

anak-anak atau usia di bawah umur rata-rata mencapai 7000an kasus per tahun, 

tujuh ribu anak masuk proses pengadilan dari tujuh ribu anak yang masuk 

peradilan, 90 pcrsen mereka tidak didampingi pengacara. Kemudian juga, 85 

persen dari mereka putusan hakimnya pidana penjara, dan bcrdasarkan keterangru1 

dari KP Al tersebut maka dari 7000 anak yang menghadapi masalah hukum belum 

seluruhnya terpcnuhi hak-hak dari anak- anak yang berhadapan dengan hukum.2 

Anak yang berhada.pan dengan hukum dalam hal ini an.ak sebagai pelaku 

dihadapkan pada situasi yang sulit dimana ketika mcreka bermasalah dengan 

hukum dengan kertebatasan sebagai seorang anak 

1 Tcori motivasi Romli Atmasasmita mcmbagi motivasi penyebab kenakalan anak 
menjadi dua yaitu: yang pertama adalah motivasi intrinsik yaitu adanya factor intelegcnsia,usia, 
jenis kclamin,dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan yang kedua adalab motivasi 
ekstrinsik yaitu adanya factor rumah tangga,faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak 
dan faktor media, Lihat dalatn Romli J\Lmasasmita yang dikutip dalam Nashriana, Perlindungan 
Hukum bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011 ), halaman 36. 

2 Kata Sambutan Ketua KPAl Maria Ulfah Anshor selak1: ketua KPAl dalam buku 
Muhammad Joni, I'enjara (Bukan) tempat anak, (Jakaita: Perhimpunan Advokasi Anak Tndonesia, 
2012), halaman xvii 

= - - -= 
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untuk. bisa mcmpertanggungjawabkan pcrbuatan mereka yang melawan hukum. 

Adanya ketakutan pada diri si anak dan situasi tertekan membuat anak-anak yang 

bcrmasalah dcngan hukum kchilang waktu mereka untuk bisa dcngan bebas 

melakukan interaksi dcngan orang Jain ketika mercka diproses dalam kasus yang 

dihadapinya. Untuk itulah peran seorang penaschat hukum diperlukan untuk 

menetralisir keadaan terutama pcrkcmbangan pribadi anak agar dalam 

pcmeriksaan tidak terjadi pclanggaran tcrhadap hak-hak anak oleh pihak penyidik 

sampai pada putusan pengadilan. 

Putusan seorang hakim akan bcrpengaruh terhadap tumbuh kembang 

seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tcrsebut ketika 

seorang anak akan dibe1ika11 putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang 

memberikan alternatif pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang 

tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bcrdasarkan Undang-Undang 

No. 11 Tahun 20 l 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Perlunya upaya perlindungan hukum terhadap anak. sendiri mcnurut Maria 

Ulfah Anshor yang menyebulkau dalarn Kata Sambutan terkait dengan Semangat 

Pcrlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mcnycbutkan bahwa 

system pcrlindungan bagi ADH harus dilaksanakan berdasarkan asas: 

perlindungan, kcadilan non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, 

penghargaan tcrhadap pcndapat anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh 

kembangnya anak, pembinaan dan pcmbimbingan anak, proporsiooal, perampasan 

kemerdekaan scbagai upaya tcrakhir.3 

3 ibid, halaman xviii. 

- - - --· 
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Berdasarkan hal tcrsebut maka dibutuhkan suatu kerangka yang 

fundamental dalam suatu sistcm pcradilan pidana bagi anak dimana di satu sisi 

sistem peradilan tersebut mampu memberikan kontribusi bagi kcpastian hukum 

terhadap anak pclaku tindak pidana dan di sisi yang lain mampu mcmbcrikan 

perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang 

saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme 

sedemikian rupa untuk sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari 

Sistcm Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang 

terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan peqjahatnya.4 

Proses Pemdilan Pidana dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni 

suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang 

tersebut dibebaskan kcmbali setclah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan 

kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari 

kebenaran yang materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus 

mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan 

mencegahjangan sampai menghukum seorang yang tidak bersalah. 

Dalam konteks inilah dibicarakan tentang mekanismc pcradilan pidana 

sebagai suatu proses, atau yang disebut "criminal justice process". Criminal 

justice process dimulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

muka sidang pengadilan, serta diakhiri dcngan pclaksanaan pidana di lembaga 

4 Marjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, (Jaka1ta: Lembag,a Kriminologi 
Universitas Indonesia. 1995), balaman 19 

= 
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masyarakat. 5 

Peranan sistem pcradilan sebagai indeks dcmokrasi mcnjadi sangat 

penting, olch karena dapat meningkatkan wibawa Penguasa dan sekaligus 

mcningkatkan kcpercayaan masyarakat. Akan tetapi jika sistem pcradilan gaga! 

dalam pencapaian keadilan (miscarriages of justice) akan merusak lcgitimasi dan 

integritas sistem peradi!an (damagig the integrity of the justice system). 6 Tujuan 

mcndasar dari sistem peradilan pidana ini dapat dirumuskan ant.ara lain sebagai 

berikut: 

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kcjahatan. 

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi seJ1fogga masyarakat puas bahwa 

keadilan t~lah ditegak.kan dan yang bcrsalah clipidana. 

3. Mengusahakan agar mereka yang pemah melakukan kcjahatan tidak 

mengulangi lagi kejahatan.7 

Sistem Pcradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan 

mekanismc kerja (interkoneksi) pcnanggulangan kejahatan dengan 

mempcrgunakan dasar pendckatan sistcm, yang terdiri dari lembaga kcpolisian, 

kcjaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.8 

Konsekucnsi logis dari dianutnya proses hukurn yang adil atau Iayak (due 

process of law) harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang 

5 Romli Kartasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: 
Mandar Maju, 1995), halaman 70. 

6 ibid, halaman 72 
7 Mardjono J{eksodiputro, Bunga Rampai Permasafahan Dalam Sistem Peradifan 

Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Kcadilan dan Bantuan 
Hukwn, 1997), halaman 13. 

8 Ibid, halaman 14. 

---- - --· 
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menghom1ali hak-hak warga masyarakat. Dalam pengertian fisik (struktural) 

sistcm peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai sub 

sistem peradilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pcmasyarakatan) 

untuk mencapai tltjuan tertentu. T ujuan jangka pcndek adalah untl1k resosialisasi 

pelaku tindak pjdaha, jangka menengah untuk mcncegah kejabatan dan j angka 

panjang untuk kesejahteraan dan kcamanan masyarakat.9 

Salah satu sistem hukwn yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum 

peradilan pi<lana terhadap anak (scbagai pelaku). Sistern hukum peradilan pidana 

anak berubab karena sistem peradilao pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah 

ketinggalan zaman dan tidak scsuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat 

hukum yang berkcmbang dalam masyarakat Indonesia saat ini, sehingga 

digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 ten tang Sistem Pcradilan Pidana Anak. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 2 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dcngan SPPA atau ( Sistcm Peradilan 

,Anak) yang sccara resmi mcnggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tcntang Pengadilan Anak, maka terjadi era baru pcrubahan paradigma hukum 

dalam peradilan pidana anak dru:·i yang dulunya bersifat absolut dan masih 

menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mcngedepankan 

bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan 

hukwnan yang sctimpal atau dj kenal dengan istilah hak untuk membalas sccara 

9 lh;d, halaman 15. 

r .~ 
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sctimpal (ius talionis), dimana pendekatan terscbut tidak jauh berbeda dengan 

perlakuan tcrhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan 

pendckatan sistem hukum yang lcbih humanis yang lebih mengutamakan 

pendekatan kcadilan restoratif (restorative justice) yang mcnurut Toni Marshal 

adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana 

tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mcnangani akibat 

dimasa yang akan datang".10 Pcndekatan keadilan restoratif (restorative Justice) 

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan ,Anak dapat dilihat dalam Pasal l angka 

(6) yang menyebutkan 11keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pclaku, korban, keluarga pclaku/korban, dan pihak lai.n 

yang terkait tmtuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali kcpada pada keadaan semula, dan bukanlah 

pembalasan. 

Undang-Undang Sistem Peradilan ,Anak yang berlaku efektif sejak. 

tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan 

pendekatan restorative justice, dimana seorang anak bcrhak mendapatkan 

perlindungan kbusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan 

pidana. Oleh kmena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi 

pidana bagi anak pclaku tindak pidana, melainkan juga <lifokuskan pada 

pemikiran bahwa penjatuhao sanksi <limaksudkan scbagai sarana mewujudkan 

kesejahtcraan anak pclaku tindak pidana tcrsebut. Hal demikian sejalan dengan 

10 Muliyawan, Era Barn Sistem Pcradilan Pidana Anak, Diakses Melalui http://www.pn
palopo.go. id/index.php/berita/artikel/ 163-era-baru-sistcm-pcradilan-pidana-anak tanggal 4 Mei 
2016. 

-- - ~ --·~ -
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tujuan penyclcnggaraan Sistem Peradilan ,Anak yang dikehendaki oleh dunia 

intemasional. 

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelusuri, alasan utama pcngganti 

Und~mg-Undang tcrscbut dikru·enakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

sudah tidak sesuai lagi dengan pcrkcmbangan dan kebutuhan hukum masyarakat 

karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum.11 

Dikaji dari perspektif masyarakat intcmasional tcrhadap perlindungan hak-

hak anak, antara lain terlihat dari adanya Resolusi PD.O 44/25 - Convention on the 

Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990). 

Resolusi PBB 40/33 - UN Standard Mininwm Rules for the Administrations of 

Juvenile Justice (The Beijing Rules): Rcsolusi PBB 45/113 - UN Standard for the 

Protection of Juvenile Deprived of Their Liberly, Resolusi PI3l3 45/112 - UN 

Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines) 

dan Resolusi PBB 45/110 - UN Standard Minimum Rules.for Custodial Measures 

1990 (The Tokyo Rules). Hal demikiru1, didasarkan pada pemikiran bahwa anak 

mempakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan 

martabat scbagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak 

terpisahka.n dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 

Bangsa dan Negara. Dcngan peran anak yang penting ini, hak anak tclah secara 

tcgas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Vndang-Undang Dasar Tahun 1945 

11 Lilik Mulyadi, dalam makalahnya yang bcrjudul "Menyongsong bcrlakunya Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem l'eradilan Pidana Anak, Problcma dan Solusinya", 
yang disampaikan dalarn Seminar Hukum Nasional pada hari Sel.asa, 26 Maret 2013 d i Fakultas 
Hukum lJnivcrsitas Atma Jaya, Yogyakarta, halarnan 4. 
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hasil amandcmcn, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kel~mgsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang scrta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi 

sudah berani melakukan pcrbuatan yang melanggar hukum (mclakukan tindak 

pidana pcr,curian), pada dasamya anak tersebut bukanlah seorang anak yang jahat 

sehingga tidak boleh terlalu cepat membcrikan label kepada anak tersebut sebagai 

seorang pcnjahat atau label apa saja yang bisa membuat anak tcrsebut tidak 

nyaman dalam bcrinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah 

korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor scperti 

faktor lir..gkungan dan sosial yang tidak sehat, terpc11garuh dengan budaya 

konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam kcluarganya 

(broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani 

kehidupannya. 12 

Faktor-faktor terscbut membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan 

diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk cksis dengan 

melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman

temannya (yang merasa senasib) mcmbuat suatu komunitas yang bcrpotensi 

melawan hukum. Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukukan oleh 

salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang 

menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kcjahatan 

yaitu faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, 

12 Muliyawan, Op.Cit, halaman 1. 
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keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, keccrobohan, dan 

keterasingan), clan faktor situasional, scperti situasi konflik, faktor tempat dan 

waktu". 13 

Namun dcngan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tal1Un 2012 tentang 

Sisten'l Pcradilan Pidana Anak,masih banyak mcmunculkan banyak kelemahan 

sekaligus dilema dalam pelaksanannya. 

Pertama, anggaran yang tcntunya harus disediakan terlebih dahulu untuk 

menyediakan bcberapa tenaga khusus pcnyidik anak, penuntut anak, dan hakim 

anak. Belum lagi permasalahan pembentukan lembaga-lem_abaga baru yang 

khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pemidanaan (pembinaan). 

Scperti Lembaga Pemb.~naan Khusus anak (LPKA), Lembaga Pcnempatan Anak 

Sementara (LP AS), Lembaga Penyelcnggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan 

13alai Pemasyarakatan (BAPAS). 

Kedua, diwajibkannya penyidik, penuntut, dan hakim untuk melakukan 

perdamaian terb.adap pelaku maupm1 korban. Bahkan jika tidak melak.ukan upaya 

diversi dalam batas waktu yang ditentukan (1 5 hari). Penyidik, pcnuntut, dan 

hakim dapat dipidana selama dua tahun atau denda dua ratus ju ta rupiah. 

Dalam proses hukurn acara (acara khusus) dalam undang-undang pcradilan 

pidana anak. Ada kemajuan, scperti masa penahanan anak yang berbeda dcngan 

orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana hanya bisa ditahan dalam rnasa tujuh 

hari oleh peoyidik untuk kcpcntingan penyidikan. Kemudian dapat dipcrpanjang 

delapan hari oleh penuntut umum. 

13 Ibid. 
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Jika melewati masa pcnahanan terscbut. Maka sang anak harus di 

kcluarkan demi hukum. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti an ini mengambil judul lentang" 

Penegakan IIukum Tcrhadap Anak Scbagai Pclaku Tindak Pidana Pencurian di 

Wilayah Hukum Po Ires Pelabuhan Bela:wan ". 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi 

tema pembahasan tesis ini yaitu scbagai bcrikut: 

1. Ontology 

Bagaimaoa terjadinya Tindak. Pidana? 

2. Efismology 

Bagaimana Proses huh101 terhadap anak pelaku pencurian di Sat Reskrim 

Polres Pclabuhan Belawan berdasarkan Hukum Normativ 

3. Aksiology 

Bagaimana Kcndala upaya penegakan Huk1Jm terhadap anak sebagai pelak:u 

di Saluan Rescrse Kriminal Polres Pclabuhan Bclawan 

C. Tujuan Penclitian 

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakuka:n di atas, maka tujuan 

yang hcndak dicapai dalam pcnulisan tesis ini adalah: 

1. Untuk mcnganaJisis faktor penycbab terjadinya tindak pidana pencurian yang 

dilakukan oleh anak. 

2 . Untuk menganalisis penegak.an hukum lerhadap anak sebagai pclaku tindak 

pidana pencurian dalam sistcm peradilan anak. 
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3. Untuk mcnganalisis kendala dan upaya penanggulangan pcnegakan hukum 

terhadap anak sebagai pelaku ti.ndak pidana pencurian dalam sistem peradilan 

anak. 

D. Manfaat Pcnclitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat scbagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

keilmuan tcrutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan 

disiplin ilrau huh.'Ulll khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta 

kaitannya dengan pelaksanaan pencgakan hukum terbadap anak sebagai pelaku 

tindak pid.ana. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada 

kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan aturan hukum 

dalam peraturan pcrw1dang-undangan dalam bidang sistem peradilan pidana anak:. 

2. Secara praktis 

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

masyarak.at pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama 

dalam rncningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat kbususnya dalam 

pelak:sanaan pcrlakuan terhadap sistem peradilan pidana anak. 

E. Keaslian Pcnclitian 

Bcrdasarkan pengamatan serta pcnclusuran kepustakaan yang dilakukan di 
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perpustakaan Pascasarjana Univcrsitas Medan Area, dan scpanjang yang dikctahui 

bclum ada penelitian yang rncngangkat judul "Penegakan Hukum Terhadap Anak 

Sebagai Pclaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan 

Bela wan". 

F. Kerangka Tcori dan Konsep 

1. Kerangka Teori 

Para sarjana memberikan istilah yang beragam dalam menuliskan landasan 

teori, ada yang menyebut kerangka teorilis dan konseptual. Ada juga yang 

menyebut landasan teori, serta berberapa peristilahan lainya, maka scbclum masuk 

pada subtansi pembahasan rnerasa sangat perlu mcnjelaskan terlebih dahulu 

penggunaan istilah ini, karena sering membingungkan pcmbaca. Yang dimaksud 

dengan landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan 

variabel yang terdapat dalam judul pcnclitian atau tercakup dalam paradigma 
c 

penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. i 4 

Dalam penelitian empiris, teori mempunyai fungsi penting dan 

menentukan, keberadaan teori menjadi penting mengingat sebenamya tanpa teori 

hanya ada scpcrangkat pengetahuan tentang fakta-fakta saja, yang tentu tidak 

memberikan pcngetahuan baru. 

Khudzaifah Dimyati menyatakan dalam dunia ilrou. tcori mcncmpati 

kedudukan yang sangat pcnting. Ia memberi sarana kepada kita untuk dapat 

merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Hal-ha! 

14 J. Suprapto, Metode Penelitian Hukum da11 Stalistik, (Jakarta: Rinck.a Cipta, 2003), 
balaman 190. 
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yang semula tampak tcrscbar dan bcrdiri sendiri-sendiri, dapat disatukan dan 

ditu11jukkan kaitanya satu sama Iain secara bcrmakna. 15 

Bcrdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mcndasarkan pembahasan 

pada teori penegakan hukum. Penegakan huk.um adalah sebagai usaha 

melaksanakan hukum sebagaimana mcstinya, mengawasi pelaksanaannya agar 

tidak tcrjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang 

dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah 

berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar 

dalam kcrnanusiaan seseorang. 

Teori Legal System 

Lawrence M. Friedrnan mcngemukakan bahwa efektif dan bernasil 

tidak.nya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur 

hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya 

hukum (legal culture). Struktur hukum mcnyangkut aparat pcnegak hukum, 

substansi hukum meliputi perangkat pcrundang-undangan dan budaya hukum 

merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. 

Tentang strnktur hukum Friedman menjelaskan "To begin with, the legal 

sytem has the structure of a legal Jystem consist of elements of this kind: the 

number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the 

legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so 

on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system ... a kind of still 

15 Khudzaifah, Dimyat~ Dominasi Aliran Hukum: Studi Tentang Mains-Tream 
Positivism, dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiya!l Surakarta, Vol. 7, No. I Maret 
2004, halaman 42. 
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photograph, with freezes the action." 16 Struktur dari sistem hukum terdiri atas 

un.sur berikut iai, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis 

kasus yang berwenang mcrcka periksa), dan tata cara naik banding dari 

pengadilan kc pcngadilan lainnya. Slruktur juga berarti bagaimana badan 

legislative ditata, apa ·yang bolch dan tidak botch dilakukan oleh presiden, 

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal 

struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan 

perangkat hukum yang ada. 

Struktur adalah Pola yang menunj ukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan 

bagaimana pengadi lan, pembuat hukum da.11 badan serta proses hukum itu berjalan 

dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem 

hukum Indonesia~ maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi 

pcnegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Substansi hukum menurut Friedman adalal1 "Another aspect of the legal 

system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral 

patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just 

rules in law booh". 17 Aspek lain dari sistcm hukum adalah substansinya. Yang 

dimaksud dengan substansinya adalah aturan, nom1a, dan pola perilaku nyata 

manusia yang bcra<la dalam system itu. Jadi substansi hukum mcnyangkut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

16 Lawrence Friedman, 2004, American Law, London: W.W. Norton & Compa11y, 
halaman 67. 

17 ibid, halaman 98. 

-- -- - -; --.. 
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yang rnemiliki kckuatan yang mengikat dan rnenjadi pcdoman baf.,ri aparat 

pencgak hukum. 

Scdangkan mengcnai budaya hukurn, Friedman berpendapat : "The third 

component of legal system, of legal culture. By this we fnean people's attitudes 

toward law and legal system their belief ... in other word, is the eliminate of social 

thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused". 

18Kultur hukwn menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya huk.um aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem 

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum 

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa 

didukung budaya hukum oleh orang~orang yang terlibat dalam sistem dan 

masyarakat maka pencgakan hukum tidak akan berjalan secara efcktif. 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 

b 
. . 19 

agtan ya1tu: 

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirnmuskan olch hukum pidana substantive (subtantive law 

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilak.ukan 

sebab para penegak hukum dibatasi sccora ketat oleh hukum acara pidana 

yang antara lain mencakup aturan-aturan pcnangkapan, penahanan, 

penggeledahan, pcnyitaan dan pcmeriksaan pendahuluan. Disamping itu 

18 Ibid. 
19 Soerjono Soekanlo, Faktor-Faktor yang Mempengamhi Penegakan llukum, (Jakarta: 

PT. Raja Gralindo Pcrsada, 2004), halaman 19. 
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mungkin tcrjadi hukum pidana substantif scndiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat pcnuntutan pada 

delik-delik aduan (klacht delicten). 

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup pencgakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no e11forcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat mclakukan pcncgakan 

hukum secara maksimal. 

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstcin/ul/ eriforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, perso.nil, alat-alat investigasi, dana dan scbagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang 

bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana mcnampakkan diri sebagai 

penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural 

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. 

Termasuk didalamnya tentu saja lembaga pcnaschat hukum. 

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soe~jono Soekanto, 

dipengaruhi oleh lima faktor. 

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. 

2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pcmbuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan 

masalah mcntalitas. 

3. Ketiga, faktor sarana a.tau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 
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4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum terscbut 

bcrlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan 

hukum yang mcrcflcksi dalam perilaku masyarakat. 

5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karya manusia di dalam pcrgaulan hidup.20 

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang 

berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya 

pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria 

kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang 

terlibat dalan1 proses pencgakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-

undaog. lembaga legislatif. Kedna, unsur penegakan huk.um, polisi, jaksa dan 

hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan 

sosial.21 

Teori penegakan hukum berhubungan dcngan sistem hukum. Tcori tentang 

sistem hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang 

membagi sistcm hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi 

hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan 

Lawrence M. l7riedman scbagai Three Elements of Legal System (tiga elemen dari 

sistem hukum).22 

20 .Ibid, halaman 45. 
21 Satjipto Rahan1jo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 

23. 
22 Ari Juliano Gema, "Menerobos Kebuntum1 Reformasi Hukum Nasional: Solusi untuk 

Mengawal Dinamika Masyarakat di Era Globalisasi dan Demokratisasi". Di akses Melalui 
http :II arijul iano. blogspot. coml20061081menerobos- k ebuntuan-reformas i-hukum _ 2 2. html, tanggal 
4 Apdl 2016. 
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Mcnurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan 

unsur-unsur sistcm hukum tcrsebut adalah: 

1. Struktur hukum yaitu: keseluruhan institusi-institusj hukum yang ada bescrta 

aparatnya, tercak"U_p didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, 

kejaksaan denganjaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya. 

2. Substansi huk'1llll yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 

3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (kt::yakinan-

keyakinan), kcbiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari 

parn pencgak hukum maupun dari warga masyarakat. tcntang hukum dan 

berbagai fcnomena yang l:>erkaitan dengan hukwn.23 

Friedman menggarnbarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa 

struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai 

apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur 

atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang mcmutuskan untuk 

menghidupkan dan mcmatikan mesin itu scrta memutuskan bagaimana mesin 

tersebut digunakan.24 

Dalam buku yang sama, Ahmad Al i menambahkan dua unsur yang 

tcrdapat dalam sistcm hukum yakni: 

I. Profesional isme yang merupakan unsur kcmampuan dan ketcrampilan sccara 

person dari sosok-sosok pcncgak hukum. 

23 Achrnad Ali, Menguak Teori llukum (Legal Themy) dan 1'eori Peradilan 
(.ludicia!Prudence) Termasuk lnterpretasi Undang-undang (legisprudence), (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), halaman 204 

24 Ari Juliano Gema, Op. Cit. 
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2. Kepemimpinan juga merupakan unsur kcmampuan dan kctcrampilan secara 

personal dari sosok-sosok pcnegak hukum utamanya kalangan petinggi 

hukum. 25 

Teori mcngenai sistem hukum ini digunakan dalam menelaah bentuk anak 

sebagai pclaku tindak pidana yakni denga:n menelaah substansi hukum yang 

mengatur sistem pcradilan pidana anak beserta instrumen perundangannya. 

Struktur hukum yang dapat pula dikaji dari profesionalisme dan kcpemimpinan 

mereka serta budaya hukum masyarakat tcrbadap pelanggaran tersebut. 

Lebih lanj ut, pcnulis juga menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto 

tentang faktor penegakan hukum, untuk memahami dan menganalisis penegakan 

hukum terhadap anak selaku pelaku tindak pidana terkait fak1:or yang 

bcrhubungan dengan penegakan hukum. 

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menumt Soerjono 

Soekanto terlctak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

tcrjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta 

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

mernelihara dan mcmpertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum 

bukanlah scrnata-mata berarti pelaksanaan perundang-undaogan narnun JUga 

sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.26 

Hukum mcmpunyai posisi stratcgis dan dominan dalam kehidupan 

masyarakat bcrbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistcm, dapat berperan 

25 !bid. 
26 Socrjono Soekanto, "Pcnegakan llukum dan Kesadaran Hukum'', Nas!:ah Lengkap 

padapaper pada seminar Hukum Nasional kc IV, Jakarta, tth. halaman 4. 
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dcngan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 

dilengkapi dengan kewcnangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. 

Mcnurut Gustav Radbruch tcrdapat t iga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan 

hukum, yaitu keadi lan (Gerechtigkeit), kepac:;tian hukurn (Rechtssicherheit) dan 

kemanfaatan (ZweckmafJigkeit). 27 

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa pencgakan · hukum pada 

hakikatnya mcrupakan proses perwujudan ide-ide tcrsebut (ide kcadilan, ide 

kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bcrsifat abstrak menjadi 

kenyataan.28 Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai bcrikut: 

1. Keadilan 

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. 

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bcrsifat umum, mengikat 

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Scbaliknya keadi lan bersif.at subyektif, 

individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

Apabila penegak. hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan 

nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu 

tidak dapat ber:jalan dengan baik. Dcmikian pula sebaliknya jika 

menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kcpastian huh.rum dan 

kcadilan dikesampingkan, rnaka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam 

menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakru.1 nilai dasar 

filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku 

27 Sudikno Mcrtokusumo, Mengenal hukum Suafu Pengantar, (Yogyak.arta: Liberty, 
1999), halaman 145 

28 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, halaman 15. 
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secara sosiologis, serta nilai dasar kcpastian hukum yang merupakan kesatuan 

yang secara yuridis harus diterapkan secara seirnbang dalam penegakan 

hukum. 

2. Kcpastian hukum 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewcnang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum hams 

bisa mcwujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketcrtiban 

masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses 

pelaksanaan atau penegakan hukum. 

3, Kemanfaatan 

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus 

memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul 

keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum. 

Kcmanfaatan disini bisa diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum 

yang baik adalah hukum yang membcrikan kebahagiaan bagi banyak orang.29 

Anak yang mclakukan pelanggaran hukum atau mclakukan tindakan 

kriminal sangat dipengaruhi bebcrapa faktor lain di luar diri anak. Untuk 

melakukan pcrlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem 

peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan 

kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) 

seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana 

29 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: Cilra Aditya I3akti, 2006), halaman 275 

- - - --. 
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dari proses pcradilan pidana dcnga11 membcrikan altcrnatif la in yang dianggap 

lebih baik untuk anak. Bcrdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep 

diversion yang dalaro istilah bahasa Indonesia disebut divcrsi atau pcngalihan. 

Jack E. Bynum dalam buk:unya Juvenile Delinquency a Sociological 

Approach menyatakan "Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful 

offender from the juvenile justice .\ystem (Divcrsi adalah sebuah tindakan atau 

perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak 

keluar dari system peradilan pidana). 30 

Pengertian diversi juga dimuat dalam United Nation Standart Minimum 

Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan 

butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan 

anak yang bcrkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses 

informal sepcrti mengembalikan kepada Jcmbaga sosial masyarakat baik 

pemerintah atau non pcmerintah. Divcrsi berupaya memberikan keadilan kepada 

kasus-kasus anak yang tclah terlanjur mclakukan tindak pidana sampai kepada 

aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. 

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pclaksanaan program 

diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :31 

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat 

pencgak hukum mcnyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau 

30 Marlina, Diversi dan Restorati ve Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmul Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi 
Anak dengan Hu/cum Pada Situasi Emergensi dan flencana Alam, (Medan: Pusat kajian dan 
Perlindun?an Anak (PKPA), 2007), halaman 83. 

3 ibid. halaman 83 
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pengamatan masyarakat, dcngan kctaatan pada persetujuan atau peringatan 

yang diberi kan. Pclaku menerima tanggung jawab atas perbuataonya dan tidak 

diharapkan adanya kcscmpatan kcdua kali bagi pelaku olch masyarakat. 

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), 

yaitu melaksanakan fungsi ·untuk mengawasi, mcncampuri, rnemperbaiki dan 

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat 

mcncampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 

3) Menuju proses restorative justice atau pcrundingan (balanced or restorative 

justice orientation), yaitu mclindungi masyarakat, mcmberi kesempatan 

pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan 

membuat kesepakatan bersama antara k0fban peJaku dan masyarakat. 

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama 

rnencapai kcsepakatan tindakan pada pelaku. 

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam 

menerapkan konsep diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan 

hukum adalah TR Kabarcskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang membcri 

petunjuk dan aturan tentang teknik divcrsi yang dapat dilakukan terhadap anak 

yang berhadapan dcngan hukum. TR Kabarcskrim Polri yang berpcdoman pada 

Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kcpolisian Negara Republik 

Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi 

pedoman dan wcwcnaog bagi pcnyidik Pol ri untuk mengambil tindakan Iain yang 

bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menanganj anak yang 

bcrhadapan dengan hukum. 
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Dasar hukum pencrapan diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang 

diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Unda.ng No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bcrbunyi: "Polisi dapat mengadakan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa 

tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan 

kcwajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan 

tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk aka! dan termasuk dalam 

lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan 

keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. 32 

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pcngertian mengenai diversi, yakni 

suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses 

pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik 

menurut kepentingan anak. 19 Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi 

artinya pengalihan km;us-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah 

melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa 

syarat-syarat tertentu. Dcrdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan 

dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai 

pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan mclalui jalur diversi. 

2. Kerangka Konscp 

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia tcori 

dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang 

mcnyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang 

32 TR Kabarcskrim No. Pol.: TR/l J 24/Xl/2006, Butir DDD. 3. 19/bid., Butir DOD. 2. 
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disebut dengan dcfinisi operasiona l. Pentingnya dcfinisi operasioual adalah untuk 

mcnghindarkan perbedaan pcngcrlia11 antara pcnafsiran dari suatu istilah yang 

dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk membcrikan pegangan pada proses 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini dij elaskan beberapa konsep33 dasar yang akan 

digunakan dalam tesis ini antara lain : 

1. Pcnegakan hukum merupakan usaha untuk mcwujudkan ide-ide dan konscp-

konsep huk:um yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.34 

2. Anak adalah sescorang yang bclum berusia 18 (delapan belas) tahun, tcrmasuk 

anal< yang masih dalarn kandungan.35 

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan 

oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang 

melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.36 

4. Pencurian mengambil barang sesuatu, yang selurulmya atau sebagi.an 

kcpunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 

5. Sistem peradilan pidana anak adalah kescluruhan proses pcnye lesaian perkara 

Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, Pcnyidikan 

33 Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mcngcmukakan koosepsi ini, ditegaskannya 
adalah untuk menghindarkan perbedaan pcngertian mcngcnai istilah-istilah yang akan dipakai 
dalam pcnulisan d i.sertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalarn 
bagian konsepsi ini. Syafrnddin Kalo, 2003, Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai 
Sengketa Pertanahan Antara Masyaraakat Versus PTPN - II dan PTPN - 111 di Sumatera Ucara, 
Discrtasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, halaman 17. 

34 Shanti Dellyana, Konsep Penega/r.an Hukum. (Y ogyakarta: Liberty, 1988), hal 32. 
35 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perliudungan Anak. 
36 R. Soesilo, Pokok-I'okok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik~Delik Khusus, 

(Bogor: Poiiteia, 199 1 ), halaman 11 . 

- - -- ---.. 
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sampai dengan tahap pcmbimbingan setelah menjalani pidana.37 

G. Mctode Penelitian 

1. Spesifikasi Penclitian 

Penelitian ini diarahkan kcpada penelitian hukum yuridis normatif,38 

artinya kajian pada tesis ini berorientasi kcpada hukurn positif tentang anak 

sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tindak pidana anak dalam pcnelitian ini 

difokuskan pada tindak pidana pencurian. 

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik 

pada tataran hukum positif maupun em_piris tetapi juga ingin membcrikan 

pengaturan ya.ng seharusnya (das Solien) dan memecahkan pennasalahan hukum 

yang berkaitan dcngan penegakan hukum tcrhadap anak pelaku tindak pidana 

pencurian. 

2. Mctode Pendekatan 

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, pencl itian mt 

dikategorikan scbagai penclitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh 

penelitian yuridis empiris. Penelitiau hukum yuridis normatif adalah suatu 

37 Pasal I Butir l Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak 

38 Bandingkan, bahwa dalam pcnclitian kLLalitatif dikcnal ada dua strategi analisis data 
yang sering digunakan bersama-sama sccarn lerpisah yaitu model strategi analisis deskriptif 
kualitatif dan atau mode l strategi anali~is vcrifikatif kualilatiC Kcdua model analisis itu memberi 
gambaran bagaimaaa alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sckaligus memberi 
masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data 
kualitatif, sebenamya pencliti tidak harus mcnutup diri tcrhadap kemungkinan penggunaan data 
kuantitatif Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu 
sendiri. Bm·:rnn Bungin, Analisis Data I'enelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan 
Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
halaman 83. 
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penclitian dcngan cara meneliti bahan pustaka atau data sckundcr bclaka,39serta 

hukum yang akan datang, (futuristik) .40 Di samping pcnclitian hukum normatif, 

penclitian ini juga berupaya untuk mcncliti data primer, yang dikenal sebagai 

penelitian hukum yuridis cmpiris.41 

Di dalani penclitian hukum nonnativ, maka pcnclitian terh.adap azas-azas 

hukum diJakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-

patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat 

dilalcukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-

kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap 

bahan-bahan hukum primer dan sekundcr. Kerangka acuan yang dipergunakan 

adalah pcngertian dasru: dalam sistem hukum. 

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bcrtujuan 

untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan 

tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai kcscrasian secara horizontal 

dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. 

Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya mcrupakan 

penelitian sosiologi hukum, antropologi huk:um, psikologi hukum, dan seterusnya. 

Scbagaimana halnya dengan pcrbandingan hukum, maka sejarah hukum bemsaha 

untuk mengadakan idcntifikasi terhadap tahap-tahap pcrkembangan hukum, yang 

dapat dipersempit mang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan. 

39 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukurn, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003), halaman 50-5 1. 

4°C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20, 
(Bandung: Alumni, 1994), halaman 144. 

~ 1 Socr:jono Soekanto dan Sri MaTmudji, Penulisan Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 
1986), halaman 15. 

- - - --= 
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Penclitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian 

mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, 

misalnya, pcnclitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau 

untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan 

metode penelitian interdisipli.ncr.42 

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari 

kcpustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini 

lazim disebut pcnelitian kepustakaan (library research). 

Scbagai penunjang bagi data sekundcr tersebut, penelitian ini juga 

mcrnbutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan, masyarakat dan pemerintah.43 Data-data yang dimaksud adalah basil 

wawancara yang dilakukan di Polsek Belawan Unit PPA. 

3. Lokasi, Populasi dau Sampel 

1 ). Lokasi Penelitian 

Lokasi pcnelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Belawan Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak ( PP A). 

Pemilihan Iokasi di atas didasarkan pada meningkatnya kasus pecurian 

yang dilakukan anak: dibawah umur di Polres Pelabuhan Belawan dan 

kcadaan bahwa Polres Pelabuhan Belawan adalah salah salu Polres yang 

42 Ibid., halaman 146. 
43 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., halaman 14. 
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cukup mewakili identifikasi perihal pclaksanaan sistem peradilan pidana 

terhadap anak. 

2). Populasi 

Populasi penelitian ini mencakup Penyidik dan Penyidik pcmbantu 

Penegakan Hukum tcrhadap anak sebagai pelaku kejahatan khususnya · 

Pencurian yang ada di Polres Pelabuhan Bela.wan Unit PPA. 

3). Sampel 

Melihat besarnya jumlah populasi scbagaimana disebutkan di atas maka 

sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 11 ( sebelas ) orang, yang terdiri 

dari 8 ( delapan ) orang pejabat dari Unit PP A Polres Pelabuhan Belawan 

dan I ( satu ) orang dari Pihak Bapas sebagai peneliti konsep diversi 

tingkat penyidikan dan 1 ( satu ) orang dad KP Al ( Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia ) dan 3 ( tiga ) orang anak pelaku tindak pidana. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Bahan atau materi yang dipakai dalam tcsis ini diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan. Dari hasil wawancara dcngan KPID dan penelitian 

kepustakaan diperolch data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.44 

44 Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lcbih lanjut ketiga bahau 
hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum 
yang mengikat, yang, terdiri dari: I. Nonna atau kaidah dasar, yaitu Pcmbukaau Undang-undang 
Dasar 1945. 2. Peraturao J)asar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; kctetapan-ketctapan MPR (S). 
3. Peraturan Perundang-undangan; undang-undang atau pcrpu; pcraturan pemerintah; keputusan 
presiden; keputusan menteri; peraluran daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, 
misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. 13ahan fmkum dari zaman penjajahan yang 
hingga kini masih berlaku, rnisalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW), b. Balian hukum 
sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan 
undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemcrintah (RPP), hasil penelitian (hukum), basil 
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cukup mewakili identifikasi perihal pclaksanaan sistem peradilan pidana 

terhadap anak. 

2). Populasi 

Populasi penelitian ini mencak:up Penyidik dan Penyidik pcmbantu 

Pcncgakan Hukum terhadap anak sebagai pclaku kejahatan khususnya · 

Pencurian yang ada di Polres Pelabuhan Belawan Unit PP A. 

3). Sampel 

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka 

sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 11 ( sebelas ) orang, yang terdiri 

dari 8 ( delapan ) orang pejabat dari Unit PPA Polres Pelabuhan Belawan 

dan 1 ( satu ) orang dari Pihak Bapas sebagai peneliti konsep diversi 

tingkat penyidikan dan 1 ( satu ) orang dari KP AI ( Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia ) dan 3 ( tiga ) orang anak pelaku tindak pidana. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Ilahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui 

pcnelitian kepustakaan. Dari hasil wawancara dengan KPID dan penelitian 

kepustakaan diperoleh data sekundcr yang meliputi bahan hukum primer, 

bahan hukum sek:under dan bahan hukum tertier.44 

44 Relevan dengau ha! tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih Ianjut ketiga bahan 
hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum 
yang mengikat, yang terdiri dari: I . Nonna atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 
3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan 
prcsiden; keputusan menteri; pcraturan dacrah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, 
misalnya hukwn adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Ballan hukum dari zaman penjajahan yang 
hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW), b. Bahan hukum 
sekundcr yang memberik.an penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan 
undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemcrintah (RPP), hasil pcnelitian (hukum), hasil 
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Adapun data sckundcr dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tcrsier. 

a. Bahan Hukum Primer. 

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tcntang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undaog-Undang Hukum 

Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelak:sanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri 

No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pclayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Pangab Nomor; 

KEP/ll/P/III/1984 tanggal Maret 1984 Tentang Tugas-Tugas Kepolisian 

Republik Indonesia dan Jain-lain. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, scpcrti 

misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-

guru besar, hasil-hasil penelitiau serta penclitian yang relevan dengan 

pcnclitian ini. 

karya (iltniah) dari kalangan hukum, dan scbagainya. c. Ballan hukum tersier, yakni balum-bahan 
yang memberi petunjuk maupun penjelasan tcrhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: 
kamus-kamus (hukum), ensiklopedia,. indeks kumulatiC dan scbagainya. Agar diperoleh informasi 
yang terbaru dan bcrkaitan erat dengao permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan 
dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, Op. Cit, llalaman 116-1 I 7. 
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c. Bahan Hukuf'Jl Tersier. 

Bahan yartg .memberikan petunjuk dan penjclasan tcrhadap bahan hukum 

primer daJl vahan hukum sekunder yang bcrupa kamus umum, kamus hukum, 

nugalab, sorat kabar danjumal-jurnal hukum, koran ilmiah. 

S. Prosedur Pcngambilan dan Pengumpulan Data 

Pengumputan data pada penelitan tesis ini menggunakan studi dokwnen, 

artinya data yang diperoleh mclalui penelurusan kepustakaan berupa data skunder 

ditabul . 
ast yang kemudian disistematisasikan dengan memilih pcrangkat-perangkat 

hllk:Um 
Yang relevan dengan o~iek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian 

digunakan 
untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, 

pendapat-pe d 
n apat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik 

dalarn bentuk: . 
formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan 

men1perolel) 
. Pandangan tentang pcnegakan hukum terhadap anak pelaku tindak 

Ptdana. 

Den~ 
an, demikian prosedur pengambilan dan pcngumpulan data dalam 

peneiitian tel' . . 
<hr1 d · d . an ua cara ya1tu: 

I. Yuridis 
llorn1 t"f . d a r ya1tu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan ata 

n1elalui Stu . 
di kepustakaan. 

2. Yuridis ~ 
l"llpiris yaitu su.atu prosedur pengambilan dan pengumpulan data 

tllelalui \>v 
Cl.wancara dan kuesioner. 
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6. Analisis J>aha 

Analisa data dalam pcnclitian menurut Moleong adalah proses 

pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat diketemukan tcma serta sesuai dengan yang disarankan oleh 

data. Data yang diperoleh baik saat pengwnpulan data di lapangan maupun setelah 

data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistcmatis. Data 

tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, 

mcnyajikan dan menyimpulkan.45 Dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh 

selama penelitian diproses dcngan analisa dan tcknik yang digunakan sesuai 

tahapan yang dikemukakan olch Miles dan Humbennen dalam Moleong dengan 

model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data clan 

sajian serta kesimpulan.46 

45 Lexy J. Moleong, Metodo/ogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2006), halaman 109. 

46 Ibid., halaman 110. 
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BAHJJ 

BATAS USIA ANAKDAN FAKTOR PENYl~BAB TERJADINYA TINDAK 
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

A. Batasan usia anak 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Unclang Rcpublik Indonesia No 23 
tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak mengatakan: 

"Anak adalah seseorang yang belum berusia J 8 (delapan betas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan 

Pasal 71 ayat lsampai ayat 3 Undang Undang Rcpublik Indonesia No 11 

Tahun 2012 tentang sistem Pcradilan anak 

Ayat 1 : Pidana Pokok Bagi anak terdiri atas 

a. Pidana Peringatan 

b. Pidana dengan Syarat 

1. Pembinaan di luar lembaga 

2. Pelayanan Masyarakat atau 

3. Pengawasan 

c. Pclatihan Kerja 

d. Pembinaan dalam Lembaga dan 

e. Penjara 

Ayat 2. Pidana Tambahan terdiri atas 

a. Pcrampasan keunlungan yang dipcroleh dari tindak pidana atau 

b. Pcmenuhan Kewaj i.ban ad at 
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Ayat 3 Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif bernpa 
penjara atau dcnda , Pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja . 

Pcncurian merupakan delik yang dimana tindak pidana ini diatur dalam B. 

B. Aturan Hukum 

Pasal 362 KUHP yang berbunyi: 

"Barangsiapa mengambil suatu barang, yang selumh atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dcngan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam 

dengan pencurian, dcngan pidana penjara paling lama Hrna tahun, atau denda 

Sembilan ratus rupiah". 

Melihat dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

tindak pidan~ pencudan merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau 

Schrijving, dimana tindakan yang ditarang dan diancam dengan hukuman dalam 

hal ini adalah perbuatan mengambil atau Wegnemen.41 

Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu: 48 

1. Unsur-unsur subyektif, yaitu: 

a. Perbuatan mengambil atau Wegnemen 

b. Suatu benda atau Enig Goed 

c. Sifat dari benda itu, yakni: 

I) Selurubnya kepunyaan orang lain 

2) Sebagian milik orang lain 

47 SR. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uruiannya, Jakarta: Alumni AHM 
PT.HM, halaman 560. 

4~ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, halaman 79. 
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b. Unsur-unsur objektif, yaitu: 

a. Maksud atau Oogmerk dari si pembuat 

b. Untuk menguasai banda ilu sendiri atau Otnzich Toe Te Elgenen 

c. Secara melawan hak atau Wederrechtelijk 

Setelah diketahui unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP, 

selanjutnya penulis akan rncrnbahas satu demi satu dari unsur-unsur itu scsuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang. 

1. Mengambil 

Perbuatan mengambil itu barns ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk 

mcmbawa sesuatu benda yang sebelurnnya berada di bawah penguasaan orang 

lain dan selanjutnya berada di bawah penguasaannya yang nyata dan mutlak. 

Untuk dapat memiliki suatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya, 

pertama-tama tentunya ia harus memiliki niat, clan kemudian dilanjutkan dengan 

melaksanakan maksudnya, misal dengan cara menjulurkan tangan ke arah benda 

yang ingin diambil, dan kemudian memindahkannya dari penguasaan sebelumnya. 

2. Barang 

Menurut Memorie Van Toelichting rnengcnai pcmbcntukan Pasal 362 

KUHP, dapat diketahui bahwa benda atau Goed harus diartikan sebagai Stoffelijk 

Goed Dat Vatbaar is Voor Verplaatsing atau benda berwujud yang menurut 

sifatnya dapat dipindahkan. Apabila kita rnerujuk kepada Pasal 509 Burgerlijk 

Wetbook, yang dimaksud benda bergerak adalah bcnda-bcnda yang sifatnya dapat 

berpindah sendi:-i atau dapat dipindahkan. Sedangkan dalam Pasal 510 Burgerlijk 
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Wethook benda-benda bergerak yaitu, kapal, perahu, ponton itu digolongkan ke 

dalam bcnda-benda yang bergerak. 49 

Pada tahun 1957 Satauchid Kartanegara, Wak:il Ketua mahkamah Agung 

pada saat itu, dan juga sebagai Gmu Besar Universitas Indonesia, serta Perguruan 

Tinggi llmu Kepolisia:n mcngajarkan bahwa yang dapat dijadikan objek dari 

kejahatan pcncurian adalah ••stoffelijk Enreorendgoed' misal daun pintu atau daun 

jendela yang lepas, di samping tenaga listrik yang merupakan benda yang tidak 

berwujud. so 

3. Maksud (Oogmerk) 

Perkataan Oogmerk di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti 

yang sama dengan Opzet atau yang biasa ditcrjemahkan sebagai kesengajaan. 

Scpcrti diketahui kesengajaan itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk 

yaitu: 

a. Kesengajaan dengan maksud atau tujuan. 

b. Kcscngajaan keinsafan kcmungkinan. 

c. Kesengajaan keinsafan kepastian. 51 

Jadi Opzet atau maksud harus ditujukan untuk menguasai barang yang 

diperoleh dari orang lain secara melawan hukum. f ni bcrarti harus dibuktikan 

bahwa: 

a. Bahwa maksud dari orang itu adalah demikian atau dcngan kata lain bahwa 

orang itu memiliki maksud untuk menguasai barang yang diambilnya itu 

49 Ibid, halaman 74. 
so Ibid. 
51 Moeljatno, 2002, Asas-Asas llukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 62. 
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untuk d imiliki. 

b. Bahwa pada saat orang itu tnengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa 

bcnda itu merupakan hak milik orang lain. 

c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia mengetahui bahwa pcrbuatannya itu salah 

dan tidak berhak untuk mclakukan hal yang dcmikian.52 

4. Memi)jkj atau mcnguasai barang tersebut unh1k dirinya sendirj (Zich 

Toeeigenen) 

Perkataan menguasai atau Zich Toeeigenen sebagaimana yang discbutkan 

dalam nunusan delik Pasal 362, maksudnya bahwa agar benda atau barang 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, baik itu dijual, 

discmbunyikan, diberikan, digadaikan, dan sebagainya haruslal1 barang tersebut 

dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu oleh pclaku dari tangan pemilik 

sebelumnya. 

Di dalam Mernorie van Toelichting mengenai pcmbentukan Pasal 362 

KUHP bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai dimana ia 

m engadakan suatu keadaan scolah-olah ialah pemilik dari benda atau bamg 

tcrscbut. Jadi sekarang timbul pertanyaan bahwa apakah setiap tindakan memi!iki 

atau menguasai mcrupakru1 perbuatan melawan hukum. Jawabannya tentu tidak, 

hanya pcrbuatan-perbuatan yang melawan hak saja yang diperhitungkan sebagai 

pcrbuatan yang melanggar hukum. 53 

Dalam rangka penegakan hukum kepada peJaku tindak pidana tcrmasuk 

52 Adami Chazawi, 2006, Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jakarta: Bayu Media. 
halaman 83. 

53 P.A..F. Lamintang, Op.Cit, halaman 81. 

- -- - -;,_:-:;::i 
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tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus dikenakan suatu akibat 

hukum, hal yang sangat crat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Ual tersebut 

berkailan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hcndak dicapai yaitu 

pemenuhan rasa keadilru1 dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian 

pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan ha l ini penting untuk mengctahui 

maksud ditegakkan hukurn itu. 

Sifat pemidanaan ini bukan semata-mata bersifat punitif (mcnghukum) 

maupun mencari-cari kcsalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan 

mcnghindarkannya dari perbuatru1-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha 

pemidanaan anak harus non viktimisasi (tidak menimbulkan korban terhadap anak 

tersebut) baik yang non stmk.tural (fisik) maupun strnktural (sosial). 

Pcmidanaan terhadap anak bukanlah merupakan balasan atas 

pcrbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang 

merugikan orang lain, rnaka harus ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukurnan 

bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya. 

Dalam Undang-Undang Pcrlindungan Anak, tidak adanya pengaturan 

mengena i batasan pidana minimum dan batas pidana maksimum. Menurut sistcm 

Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk 

kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melatui upaya rehabilitasi. Anak yang 

berkonflik dengan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah clan 

masyarakat. 

Pasal 59, 59A jo Pasal 64 ayat (1 ), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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Te11tang Perl.indungan Anak. 

Pasal 59 yang berbunyi: 

(1) Perncrintah, Pemcrintah Daerah, dan lembaga ncgara la.inn ya 
berkewajiban dan bcrtanggungjawab untuk memberikan Pcrlindungan 
Khusus kepada Anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan kepada: 

Pasal 59A: 

a. Anak dalam situasi dan.:rrat. 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum. 
c. Anak dari keiompok rninoritas dan teriso(asi. 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau scksual. 
e. Anak yang mcnjadi korban penyalahgunaan narkotik.a, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
f. Anak yang menjadi korban pornografi. 
g. Anakdengan HIV/AIDS. 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. 
L Anak korban Kekerasan fisik. dan/atau psikis. 
J. Anak korban kcjahatan seksuaL 
k. Anak k0rbanjaringan terorisme. 
l. Anak Penyandang Disabilitas. 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelant.aran. 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan 
o. Anak yang mcnjadi korban stigmatisac;i dari pelabelan terkait 

dengan kondisi Orang Tuanya. 

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (1) dilakukan melalui upaya: 
a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi 

secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 
gangguan kesehatan lainnya. 

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatau sampai pemulihan. 
c. Pcmberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak 

mampu dan 
d. Pemberian perlindungan dan pcndampingan pada sctiap proses 

peradilan. 

Pasal 64: 

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) hurufb dilakukan melalui: 
a. Perlakuan secara manusiawi dengan mcmperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya. 
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Pemisahan dari orang dewasa. 
Pcmberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efeklif. 
Pembcrlakuan kegiatan re.krcasional. 
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Pembebasan dari pcnyiksaan, penghukuman, atau pcrJakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. 
Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur 
hid up. 
Pcnghindaran dari pcnangkapan, penahanan atau penjara, kecuali 
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. 
Pemberian keadilan di muka pcngadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. 
Pengh.indaran dari pubf ikasi atas identitasnya. 
Pemberiau pcndampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya 
oleh Anak. 

k. Pemberian advokasi sosial. 
I. Pemberian kehidupan pribadi. 
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas. 
n. Pemberian pendidikan. 
o. Pemberian pelayanan kesehatan dan 
p. Pemberian h.ak lain sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang

undangan. 

Dalarn pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak 

bukanlah semata-mata pcnghukuman tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan 

dan pencegahan. Dengan dcmikian diberikannya hukuman kepada anak bukanlah 

scbagai p emberi rasa sakit namun scbagai pembinaan sehingga dengan pcmbinaan 

diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat kembali ketengah-

tengah masyarakat untuk mclanjutkan masa depannya. 

Dalam sistem KUHPidana, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu 

macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana pokok yang diancamkan secara 

altematif pa<la ti.ndak pidana yang bersangkutan. Sclain itu di dalam KUHPidana 

hanya discbutkan batas maksimum pcmidanaan tanpa menyebutkan batas 

minimum pemi.danaan. 

Pasal 1 ayat (3) Undang-unc!ang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 
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tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan: 

"Anak yang bcrkonilik dengan hukum yang selanjutnya discbut Anak adalah anak 

yang telah bcrumur 12 (dua belas) tahun, tetapi bclum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang diduga melakukan tindak pidana." 

Ilcrdasarkan isi pasal di atas, maka batas usia scseorang disebut sebagai 

seorang anak adalah ketika orang tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) 

tahun ketika dia melakukan perbuatan pidana. 

Apabila diJihat dari j enis pidana yang dapat dikenakan, Pasal 71 ayat (1) 

sampai ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak,men.yatakan: 

1. Pidana pokok bagi Anak tcrdiri atas: 

a. Pidana peringatan. 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pcmbinaan di luar lembaga. 

2) Pelayanan masyarakat atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja. 

d. Pembinaan dalam lcmbaga dan 

e. Penjara. 

2. Pidana tarnbahan terdiri ata<>: 

a. Pcrampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

- -- - -~--= 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/3/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Jon Re Pangaribuan - Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak….



.. 

'· 

43 

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 

dcnda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

Tcrkait penjatuhan pidana yang dapat dilak.ukan terhadap anak, Pasal 79 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tcntang Sistem 

Peradilan Anak, menyatakan: 

( 1) Pidana pcm batasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melak-ukan 
tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekcrasan. 

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling 
lama 'h (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam 
terhadap orang dewasa. 

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. 
(4) Ketentuan mcngena i pidana penjara dalam KUHP berlaku juga 

terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dcngan Undang-undang 
ini. 

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 

tahun 2012 tentang Sistcm Peradilan Anak, menyatakan: 

(1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan 
keadilan restorative . 

(2) Sistem Peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Penyidikan dan pcnuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-undang ini; ~ 

b . Pcrsidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 
peradilan umum; dan 

c. Pembinaan, pcmbimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 
selama proses pelaksanaan selama proses pelaksanaan pidana atau 
tindakan dan setelah mcnjalani pidana atau tindakan.,, 

(3) Dalam system peradilan Pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dan humf b wajib diupayakan Diversi. 

(4) A nak dapat dilakukan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat (2) hunif a dan b UU No J 1 Tahun 2012 bahwa; 
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan Syarat : 
a. Anak tclah berumur 14 Tahun ( empat belas tahun) atau lebih 
b. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7(tujuh) 

tahun atau lcbih . 

- - - --~ 
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B. Faktor-faktor Penyebah Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian 

Dari hasil penelitian Dapas dalam konscp Diversi tahap Penyidikan dan 

Media massa banyak menyebutkan atau memberitakan perbuatan-perbuatan 

.kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur dan mengalami peningkatan 

kriminalitas seperti: pencurian, perkelahian, pelecehan seksual, konsumsi dan 

pemilikan Narkoba atau tindakan kejahatan lain yang berorientasi kriminal yang 

banyak dilakukan anak dibawah umur. Anak pada era ini telah melakukan 

tindakan-tindakan yang mcnurut kaum dewasa tindakan tersebut dianggap sebagai 

pcrbuatan kriminal. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mcnyebabkan anak melakukan 

tindak pidana terutama tindak pidana pencurian yaitu terletak pada permasalahan 

yang sating keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Dalam 

sub bah ini, akan dicoba faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana 

pencurian yang dilakukan oleh anak, antara lain:54 

1. F.aldor Keluarga 

Kcluarga merupakan lingkungan yang tcrdckat untuk membcsarkan, 

mendewasakan dan. dimana anak mendapatkan pendidikan untuk yang pertama 

kali. Keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak 

dan terutama bagi perkembangan tingkah laku anak, schingga keluarga mcmiliki 

pcranan yang pen ting dalam pcrkem bangan anak. 

54 Kartini Kartono, 1998, Patologi Sosial 2 Kenaka/an Remqja Jakarta: Rqja Grafindo Persada,. 
halaman 120. 
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Keluarga yang baik akan berpengaruh positif, bagi pcrkcmbangan anak, 

sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh ncgatif. Oleh karena itu 

baik buruknya suatu keluarga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan seorang anak. 

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak pada umumnya merupakan 

rekaman kehidupannya didalam keluarga, tingkah lak.11 asusila dan kejahatan yang 

dilakukan oleh orang tua scperti suka main perempuan atau/laki-laki muda, 

korupsi, senang berjudi, scnang meminum-minuman b~ras dan sampai mabuk

mabukan, atau ketika orang tua mereka sering terlibat konfl.ik pertengkaran yang 

mengakibatkao perceraian antara kcdua belah pihak:. 

Rasa 0emas dan bingung pad.a anak untuk bcrpihak pada siapa membuat 

batin anak menjadi tertekan,,. 55 Melihat pola kehidupan yang patologis atau 

ketidakharmonisan keluarga, scorang anak yang masih sangat membutuhkan 

bclaian kasih sayang, perli.ndungan dan bimbingan dari orang tua tanpa disadari 

anak tcrsebut dapat melakukan suatu tindak: pidana yang hanya dapat dilakukan 

oleh orang dcwasa tanpa mcmimikirkan apa yang terjadi kclak dan untuk masa 

depannya nanti yang jclas keinginan dari hasrat itu tclab terpenuhi oleh si Anak, 

sehingga Anak dapat melakukan apa saja atas keinginannya, mcskipun perbuatan 

anak itu tergolong suatu bentuk kejahatan yang mcnimbulkan suatu akibat hukum 

dari perbuatatmya. 

Seperti pada faktor ekonomi sosia1, jika dalam suatu kcadaan ekonomi 

keluarga yang kurang rnampu dan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan 

55 Ibid, halaman 123. 
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anak-anaknya, terutama sekali pada masa memasuki usia remaja (puber) yang 

pcnuh dengan kcinginan-kcinginan, cita-cita, anak-anak itu. Setidaknya 

memcrlukan pakaian yang la.yak, pendidikan untuk masa depannya. Ketika hampir 

semua kebutuban anak tersebut tidak dapat dipenuhi, maka anak tersebul mencoba 

dengan jalannya sendiri un:tuk memenuhi kebutuhmmya itu dcngan suatu bentuk 

k~jahatannya, yaitu dengan mclakukan tindak pidana pencurian. Karena 

disebabkan kurang mampunya orang tua dalam mcmenuhi kebutuhan anak dan 

kurang kontrol orang tua terhadap anak-anaknya dalam pergaulan, maka tanpa 

dikctahui anak itu dapat saja melakukan kejahatan. 56 

Tingkah laku kriminal disebabkan oleh anak gagal dalam mengontrol 

dirinya dan juga karena anak tcrsebut tidak mendapatkan perlindungan yang 

layak, kasih sayang dari orang tua dan merasa kehilangan dari tempat bcrpijak dan 

tcmpat mengadu. Kejahatan a.tau khususnya tindak pidana pcncurian yang 

dilakukan Anak untuk mcndapatkan pengakuan terhadap egonya dan untuk 

memenuhi kcbutuhan hidupnya yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tuanya 

sclain dipakai sebagai alat untuk mcnutupi rasa malu dan perasaan minder yang 

ditebusnya dcngan tingkah laku scperti jagoan yang mengakibatkan anak tersebul 

melakukan tindak pidana. 

2. Faktor Ekonomi Sosial 

Krisis dibidang ekonomi membawa pada pcningkatan jumlah 

pcngangguran, gelandangan dan mcningkatnya kejahatan konvensional yang 

tinggi, khususnya kejahatan pencurian. Adanya patologi sosial atau pcnyakit 

56 /hid, halaman I 30. 

- - - .. ;:-"" 
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masyarakat apabila ditambah dengan adanya kemcrosotan ni.lai-nilai agama dapat 

membawa kearah pcnurunan moral khususnya kejahata11 yang dilakukan oleh 

anak. 

Faktor ekonorni sangat berpengaruh terhadap kehidupao masyarakat. 

Susunan masyarakat dimana lerdapat pcrbedaan golongan kelas ekonomi 

menengah kc atas atau menengah ke bawah ataupun golongan masyarakat yang 

terbagi dalarn golongan kaya dan golongan miskin, nafsu ingin memiliki dari 

masyarakat golongan miskin dibangkilkan dengan adanya kekayaan yang sering 

dipertontonkan. Apalagi jika dilihat dari masa pertumbuhan anak-anak yang suka 

menim dan bcrkcinginan besar untuk memiliki akan mudah tergiur terhadap apa 

yang didemonstrasi.kan olch anak-anak kalangan atas baik secara langsung 

maupun tidak laogsung. Hal ini tentu saja akan lebih cepat mendorong anak 

tersebut mclakukan kejahatan. 57 

Dari ha5il penyelidikan Cyril Berl tentang hubungan kejahatan yang 

dilakukan oleh anak dengan kcmiskinan menunjukkan bahwa lcbih dari setengah 

mereka itu, asalnya dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan beliau dalam 

hal ini adalah sebagai berikut "Kemiskinan sendiri tidak mcnyebabkan jahat. 

Tegasnya kebanyakan delinguency adalah miskin tetapi tidak kebanyakan miskin 

mesti delinguent (sic)" .58 

Anak-anak dari kelas sosial-ekonomi rendah, kurang sekali bahk.an tidak 

dibcri luututan dan pendidikan yang baik. Banyak anak-anak yang tidak 

57 ibid, halaman 135 . 
58 A. Qirom Syamsuddin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu 

Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum, Yogyakatta: Liberty, halaman 17. 

---~-.... 
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disckolahkan oleh orang tuanya. Mercka kurang mendapatkan tuntutan hidup 

berdisiplin. Dcngan sendirinya anak-anak miskin ini kurang memiliki bekal untuk 

bcrkompetisi melawan para anak-anak dari kelas sosial-ekonomi menengah atas. 

Anak-anak dari kelas miskin tadi selama hidupnya banyak sckal i menghadapi 

rintangan fisik maupun psikis untuk menegakkan harga dirj, terutama sekali 

rnereka mencmui banyak hambatan dalam memperoleh obyek yang diinginkan 

dengan jalan yang wajar dan mereka merasa kecewa tidak bisa mendapatkan 

obyek yang sangat diinginkan.59 

Mereka mengalarni frustasi dan tekanan batin oleh karcna anak-anak dari 

kelas ekonomi rendah tidak bisa mcnduduki status sosial tinggi mclalui jalan yang 

wajar anak-anak tersebut lalu dcngan acuh tak acuh mcnolak segala nonna sosial 

dan norma huk:um yang berlaku di masyarakat yang dianggap t idak adil karena 

norma tersebut hanya menguntungkan bagi masyarakat golongan kaya saja. Anak

anak ini sering berkumpul bersama-sama melakukan operasi-operasi kejahatan 

ditengah masyarakat, khususnya melakukan tindak pidana pencurian untuk 

mcmenuh.i kebutuhan akan mated dan egonya untuk mcnjadi seorang manusia 

yang marnpu melakukan apa saja sesuai keinginan mcreka. Mereka kemudian 

mclepaskan diri dari anak-anak normal dan masyarakat baik-baik lalu mencari 

penyelesaian clari kesulitan batin sendiri dengan cara yang abnormal atau 

menyimpang yaitu dalam bentuk perbuatan kriminal. 

Dengan demikian dapal dipahami bahwa masalah inti anak-anak yang 

melakukan tapi sebagian bcsar berasal dari kelas sosial ekonomi rendah ialah 

59 Ibid, halaman 20. 
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kesusahaan· dan kepedihan hati mereka karcna tidak mampu bersaing bebas 

melawan kelompok anak-anak yang kaya di tengah masyarakat ramai disebabkan 

oleh kurangnya pengakuan tcrhadap dirinya dan kurangnya kebutuhan rnateri. 

Maka untuk menaikkan peranan sosial tcrtcntu dan untuk memberikan arti bagi 

eksistensi hidupnya, juga untuk mengangkat martabat dirinya serta menegakkan 

fungsi egonya secara bersama-sama mereka lalu melakukan pcrbuatan kejahatan 

dengan maksud untuk menarik pcrhatian orang luar mencari arti baginya hldup.60 

Lama kelamaan pola hidup yang jahat ini menjadi kebiasaan dan mereka 

akhimya mcnjadi benar-benar kriminal. Pada awalnya mcreka mencuri dan 

melakukan kejahatan lainnya bukan untuk mencari keuntungan dan mcmenuhi 

kcbutuhan hidupnya, akan tetapi unt11k mendapatkan pcngakuan atas kebesarnn 

egonya. Oleh karena itu anggota gang yang sangat dihargai ialah mereka yang 

sanggup mcndemonstrasikan kcberanian, kekejaman, kegagahan, kcjagoan yang 

disertai kecerdikan dan ditujukan untuk melawan nonna hukum dan sosial yang 

ada untuk menunjukkan kegagah~m dan kepahlawanan. 

Dari uraian terscbut jelaslah bahwa kemiskinan dan kescngsaraan dapat 

rncndorong orang untuk berbuatjahat. Jadi faktor ekonomi sosial merupakan salah 

satu faktor pcndorong untuk mcngarahkan si anak untuk melakukan kejahatan. 

6° Karlini Kartono, Op.Cit, halaman 90. 
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3. Faktor Lingkungan 

Lingkungan yang mempengarnhi setiap perkembangan jiwa dan perilaku 

seorang anak biasanya dimulai dari lingkungan yang terkccil yaitu keluarga dan 

lingkungan teri1pat tinggal anak tersebut. Pada lingkungan keluarga kejahatan 

anak dapat terjadi karena kurang dapatnya orang tua memenuhi kebutuhan anak-

anaknya dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga anak merasa tidak 

diperhatikan, atau karena keberadaan orang tua mereka yang telah terpisah dan 

kurang kontrol orang tua terhadap setiap langkah pergaulan anaknya. 

Dalam hal mengontrol atau melakukan pengawasan tcrhadap anak 

sebaiknya dilakukan semenjak anak masih kecil <limana sangat membutuhkan 

bimbingan yang baik dan terarah.61 Ketika anak sudah menjelang usia dewasa 

pengawasan sudah mulai agak dilonggarkan untuk membcri rasa percaya diri pada 

anak tersebut, namun masih dalam pemantauan yang lcbih dewasa dari orang tua. 

Tetapi jika pengawasan dilakukan pada saat usia anak mcnjelang dewasa sering 

sekali timbul konflik antara orang tua dan anak, namun pcngawasan pada saat 

anak memasuki usia rernaja ditqjukan untuk menghindarkan pcrilaku yang k:urang 

baik dan untuk kedewasaan berlikir dari si anak agar dapat berprilaku positif yang 

bcrguna baik dcngan dirinya dan masyarakat di lingkungannya. 

Faktor lingkungan tempat tinggal anak berpengaruh pada perkembangan 

jiwa dan kcpribadiannya karena mernang sudah rnerupakan naluri manusia untuk 

berkumpul dengan teman-teman untuk bergaul, namun tcrkadang pergaulan akan 

6 1 So(yan S. Willis, 198 1, Problema Remaja dan Pemecahanrrya, Bandung: Angkasa, 
halaman 67. 
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mcnimbulkan efek yang baik dan tidak baik. Kebiasaan anak-anak yang jahat 

tampaknya mcmpw1yai sifat tcrbuka dan baik serta suka mcnolong, asal temannya 

itu suka pula bergaul dengan mereka dan sama-sama melakukan aktivitas yang 

sama pula scpcrti melakukan pcncurian, pencurian ini awalnya dilakukan dalam 

lingkungan kcluarga. Anak tcrsebut diam-diarh mengambil uang milik orang 

tuanya, karena anak tersebut merasa kebutuhannya kurang terpenuhi, maka lama

kelamaan pencurian itu berkembang, j adinya anak tersebut menjadi seorang 

pencun di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mcncuri menjadi 

kcbiasaann ya. 62 

Faktor lingkungan yang tak kurang pentingnya dalam memberi arahan 

adalah media, majalah, TV, radio, internet, dan lain-lain. Mcmang disepakati oleh 

semua pihak bahwa media masa memegang peranan yang positif dalam 

mcningkatkan ilmu pengetahuan. Masyarakat dengan alat-alat tersebut dapat 

diketahui pcristiwa dalam dan luar negeri dengan scgcra. Namun tanpa disadari 

kemajuan teknologi dapat membawa dampak negatif dari pcrkembangan jiwa 

anak tersebut ketika membaca koran, mcnonton TV bayak djJjhat bahwa karena 

angka kemiskinan yang sangat tinggi para orang dewasa banyak yang melakukan 

pencurian agar mudah dan cepat mendapatkan uang, dengan sifat dan sikap anak 

yang masih lugu anak cepat mengikuti cara-cara orang dcwasa dengan mudah dan 

cepat mcndapatkan uang. 

Jadi, nampaklah bahwa faktor lingkungan, juga mcmcgang peranan dalam 

mempengaruhi atau mendorong anak untuk melakukan k~jahalan. Pendidikan di 

62 !hid, halaman 72. 
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rumah tangga paling mcnentukan dalam mcmbina kepribadian, sedangkan 

lingkungan sehari-hari dan sekolah merupakan kejadian nyata bagi kehidupan 

anak, yang temyata anak dibawa.h umur dapat pula melakukan suatu kejahatan 

atau tindak pidana. 

4. Faktor Psikologi 

Psikologi atau ilmu jiwa adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan-

tindakan atau tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan jiwa para 

pelakunya. 63 Istilah kejahatan anak jarang ditcmui dengan arti dan sifat jahat atau 

perbuatan yang jahat di dalam ]Jmu jiwa, yang ada hanya kenakalan anak-anak, 

karena perbuatan itu dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yang mcmpunyai ciri-

ciri dan sebab sendiri, antara lain:64 

a. Masa puberta5 

Istilah ini Sl'!ting dijumpai dalam percakapan schari-hari, apalagi di dalam 

mempelajari ilmu jiwa dan ilmu pendidikan, tetapi pengertian masyarakat wnum 

lebih diutamakan kepada perkcmbangan jasmani. Di dalam perkembangan anak 

manusia, ilmu j iwa perkernbangan men gem ukakan adanya terdapat beberapa masa 

krisis, yaitu masa krisis pertama dan kedua, dan lain sebagainya Tiap-tiap masa 

perkembangan mempunyai ciri-ciri tertentu pula. 

Krisis pertama adalah di sckitar usia 3-4 atau 5 tahun. Masa ini merupakan 

pembentukan pola dasar kcpribadian manusia yang dapat mempengaruhi tingkah 

Iaku manusia jtu dimasa-maqa kedcpan nantinya. Masa ini adalab masa perubahan 

63 A. Qirom Syamsuddin Melia la dan E. Sumaryono, Op. Cit., halaman 37. 
64 ibid, halaman 38. 

-- --~ 
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besar pada tingkah laku si anak, sifat egoscntris memcgang peranan, sifat ini 

menganggap segala sesuatu yang ada adalab untuk kepcntingan dirinya sendiri. 

Tetapi sifat egosentris ini pun akhimya bcrubah juga, yang terjadi pada kira-kira 

anak itu berumur 4 tahun. Pada waktu itu seorang anak sclalu mengalarni bahwa 

ibunya tidak sclalu bersedia mengikuti kcmauannya. Bahwa ayalmya pun masih 

mempunyai pekei:jaan lain selain daripada bcrmain-main dengan dia. Selain itu 

juga orang tuanya tidak mengindahkan amarahnya. la mengalami bahwa bukan 

dia saja yang berhak tetapi orang lain mempunyai juga. 

Sesudah rnasa ini tinggallah masa sebagai kaoak-kanak dan sekarang 

masuklah ia kepada masa anak sampai ia bcrumur 12 tahun, maka masuklah ia 

kepa<la krisis l<cdua. M~.sa ini disebut dcngan masa pubertas pertama Pada umur 

ini tenaga si anak sudah cukup berkembang, telah berpcngetahuan dan sudah 

dapat berpikir secara logis. Kemudian timbul, kegelisahan dalam hidupnya, inilah 

tanda krisis baru dari tingkat pcrkcmbangan anak. Pada masa ini anak laki-laki 

suka bcrlaku kasar, nakal dan suka menggoda, sedangkan anak pcrempuan 

manjadi lekas pemarah dan pcndiriam1ya selalu berubah-ubah.65 

Penelitian mengidentifikasikan bal1wa pada usia sekitar 18 tahun, secara 

fisik kognitif dan sosial psikologis, telah dicapai suatu tahap perkembangan 

dirnana scorang anak dipandang telah tumbuh sebagai dewasa muda. Menjadi 

seorang dewasa muda bcrarti scorang anak diharapakan telah mencapai suatu 

tahap dimana ia.66 

1) Secara fisik mampu mengatasi tekanan fisik tcrtentu seperti 

65 Ibid, halaman 48. 
66 Unicef, 2004, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, 

Jakarta: Unicef, halaman 91. 
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kehamilan(pada perempuan) dan tekanan kerja fisik(pada laki-laki) 
karena faktor biologis, seperti misalnya karena sistem reproduksinya 
dan struktur tulangnya telah tumbuh sempuma. 

2) Secara kognitif mampu memahami tentang "benar" atau salah dalam 
konteks pribadi, keluarga dan komunitas. Scorang anak diharapkan 
suda11 dapat membuat kcputusan-keputusan rcflcktif dalam hidupnya 
sehingga membuatnya bertanggung jawab atas tindakannya. 

3) Secara sosial psikologis man1pu mengembangkan pengenalan dasar 
atau pent,>uasaan diri. 

Tetapi, perkembangan fisik, kognisi dan sosio psikologis anak yang satu 

dengan yang lain berbeda. Hal inilah yang harus dipaharni, bahwa tidak semua 

anak punya kemampuan yang sama untuk dapat memenuhi harapan-harapan yang 

muncul seiring dengan pertambahan usia mcreka m~njadi dcwasa muda. 

Anak laki-laki menjadi anak bengal, perkataan kasar jadi pakaiannya 

sehari-hari. Ia gemar mengembara den.gan teman-temannya melalni jalan-jalan di 

kota-kota ataupun di luar kota, melakukan perbuatan pencurian buah~buahan, dan 

perbuatan-perbuatan nakal. Pcrkelahian-perkelahian sering tcrjadi, kadang-kadang 

antar kelas atau kelompok. 

Kemudian anak itu memasuki pubertas barn, dimana anak itu mulai 

meninjau ke dalam dan mcncmui hidup jiwa sendiri scrta mempelajarinya sebagai 

suatu dunia tcrscndiri. Zaman mencehurkan diri dalam pergaulan 1.uas, anak 

menuju kedewasaan. Dcmikian gambaran lcrisis demi krisis yang dilalui oleh anak 

manusia, sehubungan dengan kejahatan ataupun kenakalan yang dilakukan. 

b. Kclainanjiwa 

Dari jiwa anak akan dapat diketahui bagaimana tingkah laku anak, cara 

bcrpikirnya, penilaiannya terhadap scsuatu. Di samping itu ada kalanya anak 

menunjukkan sifat yang lain dari biasanya hat ini yang discbut adanya kelainan 
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jiwa. Kelainan yang ditimbulkan lingkungan adalah anak yang mcmpcrlihatkan 

sikap yang berlainan dari sikap anak no1mal, karena ia dimanjakan, tidak disukai 

atau ditolak oleh orang tuanya, akibatnya menjadi nakal, karena tidak 

mcndapatkai.1 ketentraman dalam lingkungan keluarganya, dan lain sebagainya. 

Anak-anak dari kclompok ini sering discbut Socially Mala4justed Children, yang 

berarti mereka tidak dapat menycsuaikan diri dengan lingkungannya. 67 

Anak yang tidak bisa menyesuaikan diri kcpada lingkungannya biasanya 

penycbabnya karena: 

1) Emosional 

Oleh karcna emosional para anak belum stabil dan belum mencapai 

kcmatangan pribadi maka mercka selalu beranggapan bahwa kritikan atan 

celaan dari lingkungan dianggap sebagai suatu cjckan. 

2) Intelcktual 

Dalam perkembangan intclektuaJnya, anak mulai bersikap kritis dan tidak mau 

mcnerima begitu saja perintah-pcrintah atau pcraturan-peraturan yang ada. 

5. Faktor Pcndidikan 

Tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 

anak sebagian besar adalah dilakukan olch anak yang masih sekolah, lantas 

bagaimanakah pendidikan yang diberikan oleh seorang guru kepada murid

muridnya. Setelah diutarakan sebelumnya dari masalah ekonomi yang 

mengakibatkan banyak penganggurao dimana ter:iadi berbagai kejahatan sampai 

mclibatkan seorang anak, faktor keluarga yang berantak:an dan keadaan 

67 Qirom. Op. Cit., hat. 48. 
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disharmonis antara kcdua orang tua dan orang tua dan anak, sehingga anak merasa 

minder atau malu didalam bermasyarakat dan untuk mengatasi rasa malu terscbut 

si anak melakukan pelampiasan dengan cara melakukan suatu tindak pidana.68 

Faktor psikologi anak pada masa pubemya dibutuhkan scorang yang arif 

dan bijaksana, memberikan bimbingan dan arahan yang baik, sehingga dalam 

mengatasi kegalauan dan keguncangan jiwa anak tersebut dapat mengendalikan 

dirinya dan dengan melakukan kegiatan yang positif. Dengan meng~las sedikit 

faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, dapat dipahami 

faktor pendidikan anak yang baik akan dapat memperkecil tindak pidana yang 

dilakukan anak. Tetapi jika pcndidikan yang diberikan kepada anak dengan tidak 

baik, maka tidak dapat diclakkan lagi jika mempunyai pcranan dalam timbulnya 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. 

Pada saat pcnyelenggaraan pendidikan formal disekolah-sekolah, yang 

merupakan usaha mencerdaskan kehidupan ban~sa dan mengembangkan manusia 

Indonesia scutuhnya yang berbudi luhur, cerdas, mandiri dan terampil. Dalam 

konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat 

saja tet:jadi akibat kurangnya sarana pendidikan yang ada di sekolah tersebut. 

Antara lain kurangnya buku-buku yang dapat meransang anak untuk rajin 

membaca pada perpustakaan sekolah, sarana alat praktck karcna ketcrbatasan 

drum untuk pendidikan. 

Terkadang kurang diminatinya kegiatan ekstrakulikuler oleh anak didik, 

membuat anak tersebut keluru· dari Iingkungan sckolah pada saat jam pclajaran 

68 Ibid, hal. 63. 
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kosong oleh karena itu tanpa disadari dengan tidak mendapat bimbingan yang 

baik dapat saja mclakukan hal-hal yang negatif. Suasana pendidikan yang kurang 

mcnguntungkan dari pihak gum yang sesekali tidak masuk dan tanpa mcmberikan 

tugas kepada anak didiknya sehingga dibiarkan bebas tanpa ada kegiatan positif. 

J uga tcntang profesionalisme guru didalam memberikan materi terhadap anak 

didiknya selain itu seorang gum tcrkadang tidak dihormati, sehingg~ tcrjadi 

percckcokan bahkan sampai terjadi perkelahian antara guru dcngan muridnya 69 

Terhadap materi pelajaran yang rnenyangkut masalah pembinaan mental 

sepe1ti pelajaran agama, dirasakan sangat kurang membcri peranan yang 

maksimal, sehingga untuk menumbuhkan rasa mendekatkan anak kepada tuntunan 

p~rilak.'11 yang diajarkan oleh agama masing-masing anak didik dirasakan sangat 

sulit. Kadang·kadang anak didik yang mengikuti ek:strakulikuler sepcrti 

kerohanian kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang perilaku di 

sckolahnya dikenal preman untuk bersarna-sama mcmbantu dalam setiap 

kcgiatannya. 

Masalah pcndidikan agama dan untuk mendekatkan scrta menimbulkan 

rasa nyaman dengan perilaku tuntunan agama scbenarnya pcrtama-pertama 

dilakukan di dalam lingkungan kcluarga, sebelwn anak tcrsebut merasakan 

pendidikan formaJnya. Orang tua dianugrahi seorang anak oleh Sang Maha 

Pencipta sebagai titipannya, mcmpw1yai tugas untuk rnembesarkan, mengasuh 

dan mcmbcrikan pendidikan yang layak, memberikan pengbargaan-penghargaan, 

untuk diberikan pcndidikan secara non-formal seperti mengenali Tuhannya 

69 Ibid, hal. 70. 
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dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, 

mengetahui tempat ibadah sesuai dengan agamanya, cara berperilaku sopan dan 

santun, tentang menolong dan scbagainya. Dengan arahan-arahan tcrsebut, anak 

akan dapat mengerti dan dapat memilih mana yang mcnurutnya baik dan mana 

yang tidak baik, dengan pembinaan yang terus mencrns dan tcrhadap anak itu 

kecil kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif atau suatu 

perbuatan tindak pidana.70 

70 !hid. 
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BAB III 

PEN.EGAKAN HUKUM TEIUIADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 
PIDANA PENCURIAN DI WILAY AH HUKUM POLRES PELABUHAN 

BELA WAN 

A. Upaya Penegakan Hukum 

Pcnegakan hukum yang dilakukan di Unit Perlindungan Percmpuan dan 

anak Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan pertama tama penyidik 

Menerima Laporan Pengaduan dari Korban tindak pidana Pencurian lalu penyidik 

bersama Scntra Pelayanan terpadu melakukan Gelar Pcrkara apakah Laporan 

Pengaduan tersebut merupakan Perkara Pidana atau bukan Tindak Pidana dari 

hasil Gelar perkara bahwa laporan pengaduan tersebut merupakan tindak Pidana 

maka scntra pelayanan terpadu segcra menerima Laporan dan Penyelidik 

membuat surat perintah Penyeli<likan dan bersama sama dengan Penyidik 

melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Pcnyclidikan di Tcmpat 

Kejadian Perkara setelah menemukan Bukti permulaan yang cukup maka 

penyidik Unit Pcrlindungan Perempuan dan anak ( PPA) mcmbuat Surat Perintah 

Penyidikan dan Penyidik melakukan Penyidikan dengan Mengambil keterangan 

korban dan. Saksi • saksi serta melakukan penyitaan barang bukti , setelah 

Penyidik memperoleh minimal 2 ( dua ) al.at Bukti maka Penyidik menetapkan 

Tersangka terhadap pelaku tindak pidana anak hingga Penyidik mengeluarkan 

Surat Perintah Penangkapan Tersangka terhadap anak pelaku Pencurian dan 

Penyidik maupun Penyelidik menyerahkan lcmbar surat penagkapan tcrhadap 

keluarga tersangka anak lcngkap dengan ek:spedisi surat sebagai pertanggung 
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jawaban Upaya paksa dan saat pcmcriksaan lersangka anak, wajib di dampingi 

oleh Orang tua Lersangka maupun keluarganya serta didampingi olch Penasehat 

Hukum tersangka dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas ) Guna Penelitian 

pcrkara dan Pihak Bapas bcrsama-sama dengan Korban pcncurian di dampingi 

oleh Orang tua Tersangka anak melakukan media:si dalam konsep Diversi, 

Apabila Divcrsi berhasil maka pihak Bapas akan membuat hasil pcnelitian dan 

Pihak Penyidik mcrnberitahukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri dimana 

Locus Delicti kejahatan tersebut untuk memperoleh Penctapan Diversi malca 

Diversi di tingkat Penyidikan Telah Bcrhasil , Jika tidak tercapainya Diversi di 

tingkat Penyid.ikan maka Pihak Dapas akan membuat hasil penelitian bahwa 

Diversi tida:( berhasil dan Pcnyidik dapat melakukan pcnahanru1 terhadap 

Tersangka anak diatas umur 14 Tahun hingga dibawah 18 Tahw1 dengan pcrincian 

waktu penahanan 7 hari ditambah Pcrpanjangan penahanan 8 hari tersangka anak 

harus sudah di serahkan ke Keja.ksaan Negeri dimana locus dclikty perkara 

tersebut.untuk dilakukan proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) . 

- - - ---
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B. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana 

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kcpada scseorang (atau 

badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum 

lain).71 Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh 

dilupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi 

anak-anak dari masalah hukum. Bak anak itu mempunyai kedudukan yang sama 

<lengan manusia lain atau subjek hukum Iainnya. 

Hak anak adalah scsuatu kchcndak yang dimiliki oleh anak yang 

dilengkapi dengan kekuatan (macht) yang diberikan oleh sistcm hukum /tertib 

hukum kepada anak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Talmn 

1999 tcntang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat ( l) disebutkan bahwa 

setiap anak bcrhak atas pcrlindung.an olch orang tua, keluarga, masyarakat dan 

negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi 

manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diak.ui dan dilindungi oleh hukum 

bahkan scjak dalam kandungan. 

Pengaturan lain terhadap perlindw1gan hak-hak anak tercantum dalam 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tcrkait dcngan anak yang 

bcrmasalah dengan hukum antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

i\nak 

2. Undang-Undang Nomor 23 Talrnn ')002 Tentang Perlindungan Anak 
58 

71 Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 
Jakarta: Grasindo, halaman 29 
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sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumcn yang penting dalam 

melakukan pcrlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang 

hukum (Children in conflict with the law) yaitu: 

I. The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (I'he Riyadh 

Guidelines). 

2. The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 

(fhe Beijing Rules). 

3. The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.72 

Pada Sidang Umum Pcrserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 

November 1959, mensahkan Dcklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini 

memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:73 

1. Anak bcrhak menikmati scmua hak-hak:nya sesuai ketentuan yang terkandung 

dalam dckJarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya 

tan.pa mcmbedakan suku bangsa, wama kulit, jenis kelarnin, bahasa, agama, 

pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya rniskin, kelahiran atau 

status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga. 

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus rncmpcroleh 

kcscmpatan yang dijarnin olch hukum dan sarana lain, agar menjadikannya 

72 Maidin Gultom, 2008, Perlindimgan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, halaman 5 1 

73 Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 
halaman S I -54. 

- - - - -.. 
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mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, 

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan 

kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan 

tcrbaik atas diri anak haruis mcrupakan pertimbangan utama. 

3. Anak sejak dilahirkan bcrhak akan nama dan kebangsaan. 

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh 

kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupw1 sctalah kelahirannya 

harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak: 

berhak mcndapat gizi yang cukup, perumahan, rckrcasi dan pelayanan 

kesehatan. 

5. Anak yang cacat fisik, mental~ dan lcmah kedudukan sosialnya akibat keadaan 

tertcntu harus memperoleh pendidikan, pcrawatan, dan perlakuan khusus. 

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia 

memerluakan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus 

dibcsarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan 

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh 

kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak 

dibenarkan tcrpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang 

berkewqjiban memberikan pcrawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki 

kcluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Dihm·apkan agar pemerintah 

atau pihak lain mcmberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang bcrasal 

dari kcluarga besar. 

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-
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kurangnya di tingkat sckolah dasar. Mereka harus mcndapatkan perlindungan 

yang dapat meningkatkan peugetalman umumnya, dan yang memungkinkan, 

atas dasar kesempatan yang sama untuk mengcmbangkan kemampuannya~ 

pcndapat pribadinya, dan pcrasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, 

sehingga mcrcka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepcotingan 

anak harusla11 dijadikan ped.oman oleh mcreka yang bertanggungjawab 

terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bcrsangkutan: pertama-tama 

tanggungjawab tcrscbut terletak pada orangtua mereka Anak harus 

mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang 

diaralikan untuk tujuan pcndidikan masyarakat dan pemerintah yang 

be1wenang harus berusaha meningkatkan pclaksanaan hak ini. 

8. Dalam keadaan apapun anak. harus didahulukan dalam menerima pcrlindungan 

dan pertolongan. 

9. Anak harus dilindungi dari segala bcntuk kealpaan, kckerasan, penghisapan. la 

tidak. boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum 

usia tertentu, ia tidak botch dilibatkan dalam pckerjaan yang dapat mcrugikan 

keschatan atau pcndidikannya, maupun yang dapat mempengarnhi 

perkembangan tubuh,jiwa dan akhlaknya. 

l 0. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kc dalam bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lai1uiya. 

Mereka harus dibesarkan di dalam semangat pcnuh pengertian, toleransi dan 

persahabatan antar bangsa, pcrdamaian serta persaudaraan semesta dengan 

pcnuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya hams diabdikan kepada sesar.1a 
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manus1a. 

llak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu basil 

interaksi yang saling tcrkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek 

mental, tisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan 

dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, 

diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dcmikian juga 

haloya dcngan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang mclakukan tindak 

pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu 

keadilan yang diharapkan. Namun yang kiraoya perlu digarisbawahi bahwa 

mcrnpcrlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan 

sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan 

yang berbeda-beda. 

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu 

diperhatikan dan diperj uangkan pclaksanaannya bersama-sama yaitu: 74 

19 

1. Sebelum persidangan: 
a. Hak diperlakukan sebagai yang beJum terbukti saJah. 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan 

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 
siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan 
misalnya). 

c. Bak untuk: mendapatkan pcndamping, penasehat dalam rangka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 
datang dengan prodeo. 

d. Hak untuk mcndapatkan fasilitas ikut serta memperlancar 
pemeriksaan terhadap dirinya (transpozt, penyuluhan dari yang 
be1wajib). 

2. Sela.ma Persidangan: 
a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 

kasusnya. 
b. Hak mendapatkan pcndamping, penasehat sclama persidangan. 

7~ Arif Gosita, 1989, Ma:saluh Perlindungan Anak, Jakar1a: Akaderni Pressindo, halaman 
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c. Bak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta mempcrlancar 
persidaogan mengenai dirinya (transport, perawatn keschatan). 

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan tcrhadap tindakan-tindakan 
yang merugikan, meirnbulkan pendcritaan mental, fisik, sosial 
(bcrbagai macam ancaman, penganiayaan, earn dan tempat 
pena11anan misalnya). 

e. Hak untuk menyatakan pendapat. 
f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas pcrlakuan yang 

menimbulkan pcnderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut 
ataupun diadili tanpa alasan yang bcrdasarkan undang-undang atau 
karena kckeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang 
diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 
22). 

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang 
positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia 
seutuhnya. 

h. Hak akan persidangan tcrtutup demi kepentingam1ya. 
3. Setelah persidangan: 

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang 
manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai 
pemasyarakatan. 

b. Hak untuk mendapatkah perlindungan terhadap tindakan-tindakan 
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 
siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan 
misalnya). 

c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, 
keluarganya. 

Pcrlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-

hak anak benar-benar pcrlu dipcrhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi 

kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan menccgah penyelewengan yang 

mcmbawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak.75 

Anak merupakan golongan yang rawan dan dependent sehingga dalam 

75 Ibid, halaman 24. 
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perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya mcnyangkut pengaturan dalam 

pcraturan perundang-undangan. faktor pendukung dalam usaha pcngembangan 

hak-hak aoak dalarn peradilan pidana adalah: Anak mcrupakan golongan yang 

rawan dan dependent sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya 

menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. faktor pendukung 

dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalarn peradilan pidana adalah: 

1. Dasar pemikiran yang rnendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Garis-garis Bcsar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial 
yang positif mengenai anak, norma-nonna (deklarasi hak-hak anak, 
Undang-undang Kesejahter.aan Anak). 

2. Berkembangnya kcsadaran bahwa permasalahan anak adalah 
pennasaJahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara 
bersama-sama, interscktoral, interdisipliner, interdepartemental. 

3. Penyuluhan, pembfoaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak 
tennasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha
usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan 
anak. 

4. Pemerintall bcrsama-sama masyarakat memperluas usalia~usaha nyata 
dalam menycdiakan fasilitas bagi perlindungan anak.76 

Beberapa faktor pcnghambat dalam usaha pcngembangan hak-hak anak 

dalam peradilan pidana, adalah : 

l. Kurang adanya pengcrtian yang tepat mengenai usaha pembinaan, 
pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha 
perlindungan anak. 

2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa pem1asalahan anak rnerupakan 
suatu pemtasalahan nasiona1 yang harus ditangani bersama karena 
merupakan tanggung j awab nasional. 77 

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tcntang 

Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: 78 

I. Anak bcrhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan birnbingan 

76 Wagiati Soetodjo, 2006, Huk:tm I'idana Anak, Bandung: Refika Aditama, halaman 71. 
77 Ibid, halaman 72. 
78 Maidin Gultom, Op Cit, Halaman 5. 
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berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan 

khusus untuk lumbuh dan bcrkembang dengan wajar. 

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengcmbangkan kemampuan dan 

kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan bcrguna. 

3. Anak berhak atas pemeliharaan· ·dan pcrlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapal 

membahayakan atau mcnghambat pcrtumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar. 

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. 

Perlindungan hukw.11, dalam hal ini mcngandung pengertian perlindungan anak 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan 

Pidana Anak), baik sebagai tcrsangka, lerdakwa, terpidana/narapidana. 

C. Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak di Polres 

Pclabuhan Belawan 

Seorang yang melakukan pcrbuatan menyimpang dari peraturan dau 

tergolong sebagai tindak pidana scperti pencurian, maka perbuatannya itu dapat 

menjadi pcrkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan, 

mcskipun pelakunya adalah scorang anak, padahal seorang anak mcmiliki 

kckhususan dalam penanganannya. Dalam penanganan hukum terhadap anak, saat 

ini berpcdoman pada Undang-Undang No. ll Tahun 2012 Tcntang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 
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llerdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tcntang Sistcm 

Peradilan Pidana Anal<, Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara 

pcogadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Bcrarti 

penanganan tindak pidana anak sclain yang disebutkan dalam Undang-Undang 

terscbut disesuaikan dengan KUHAP. 

Pcnanganan tindak pidana di Polres Pelabuhan Bclawan yang dilakukan 

orang dewasa dan anak telah dibedakan. Hal ini diketahui, dari alur perkara dan 

alur disposisi pemegang kewenangan di Polres Pelabuhan Belawan. Penanganan 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah bcrpedoman pada Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pcradilan Pidana Anak. Dalam melaksanakan 

pcraturan tcrsebut Polres Pelabuhan Belawan organisasi dan tata kerja tclah 

membentuk Unit PP A (Pelayanan Perempuan dan Anak) bcrdasarkan: 79 

l. Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kctja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Surat Kapolri No Pol : B/2070NIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 pcribal 

pengawakan Unit Pclayanan Pcrempuan dan Anak. 

3. Surat Kapolda No Pol : B/7945/IX/2007 tanggal 5 September 2007 pcrihal 

pembcntukan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di lingkungan 

Satuan Rcskrim. 

Upaya untuk menekan tindak pidana yang dilakukan anak oleh Polrcs 

Pelabuhan Belawan juga dilakukan dengan tindakan preventif berupa 

79 Hasil Wawancara Dcngan Azmi Harahap Penyidik Pembantu PPA Polres Pelabuhan 
Bela wan, Langgal l 0 Oktober 20 16. 
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pcnyuluhan kcnakalan rcmaja, sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi hukum dan 

perundang-undangan kepada pelajar, pemuda, juga kelompok-kelompok 

masyarakat, pembinaan kegiatan saka bhayangkara, PKS, dan kcgiatan lainnya 

yang dirnotori oleh Bagian Binamitra dengan meningkatkan cara Pemolisian 

Masyarakat ( Polmas), dan didukung satuan fungsi yang lain.80 

Upaya lain yang <lilakukan berdasar hasil wawancara di Polres Pelabuhan 

Belawan adalah dengan mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 

setempat secara birokrasi dan pcmbentukan pos pos polisi di tempat rawan 

perkelahian antar pemuda. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait dengan 

yaitu Unit PP A (Perlindungan Perempuan dan Anak). 

Berdasarkan hasil pcnclitian di PoJrcs Pclabuhan Belawau sejak Unit PPA 

dibentuk belum berjalan efektif scsuai dengan, karcna masih ditemukan tindak 

pidana yang dilakukan anak, scperti pencurian, strike crime, narkoba, kejahatan 

jalanan pcmeriksaan dilakukan oleh penyidik di luar PP A. Hal ini dapat dilihat 

dari kejahatan yang marak dewasa ini seperti kejahatan gang motor berupa tindak 

pidana secara bersama-sama melakukan penyerangan dan penganiayaan dimana 

perkaranya ditangani oleh Penyidik Kejahatan dan Kekerasan (Jahtandras).81 

Namun berdasarkan data rekapitulasi penyelesaian perkara yang ditangani 

oleh Unit PPA Polres Belawan tahun 2013 - 2016 diperoleh data sebagai berikut: 

~0 Ilasil Wawancara Dengan Azmi Harahap Penyidik Pembantu PPA Polres Pelabuhan 
Belawan, tanggal I 0 Oktober 2016. 

81 Hasil Wawancara Dengan Azmi llarahap Penyidik Pcmbantu PPA Polres Pclabuhan 
Bela wan, tanggal J 0 Oktober 2016. 
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Tabcl 1 

REKAP PENYELESAIAN PERKARA YANG DITANGANI UNIT PPA 
POLRES PELABUHAN BELA WAN 

JU1 KRI.M .. . • .. .· Cbt 
No. · Thn 

Kss JPU 
P2l . P22 p {9 ""SP3 . Limpah . 

Damai 

I 2013 60 25 24 24 1 35 - 35 

2 2014 68 18 13 13 5 50 - 50 

3 2015 75 34 34 34 - 41 - 41 

-
4 2016 87 32 3] 31 1 55 - 55 

Sumbcr: Administrasi Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan 

Keterangan : 

Pada Tahun 2013 Jumlah Perkara 60 Kasus 

Pada Tahun 2014 Jumlah Perkara 68 Kasus 

Pada Tahun 2015 Jumlah Perkara 75 Kasus 

Pada Tahun 2016 Jumlah Perkara 87 Kasus 

Diversi di tingkat pcnyidikan berhasil Pada tahun 2013 sebanyak 

35 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban I Pelapor mencabut 

keterangarmya sctelah mclakukan pcrdamaian hingga a lat bukti 

perkara t idak cukup 

IL Diversi di tingkat pcnyidikan bcrhasil Pada tahun 2014 sebanyak 

50 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban I Pelapor mencabut 

keterangannya setelah melakukan pcrdamaian hingga alat bukti 

pcrkara tidak cukup 
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111. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2015 scbanyak 

41 Kasus hingga kasus di SP3 karcna korban I Pelapor mencabut 

kcterangannya setelah mclakukan perdamaian hingga alat bukti 

pcrkara tidak cukup. 

iv. Diversi di tingkat penyidikan berhasil Pada tahun 2016 sebanyak 

55 Kasus hingga kasus di SP3 karena korban I Pelapor mencabut 

keterangannya setelah melakukan perdamaian hingga alat bukti 

perkara tidak cukup Berdasarkan tabel di dapat dilihat peran PP A 

dalam menerapkan diversi belum berjalan sesuai dcngan yang 

diharapkan sesuai dcngan TR/l 124/Xl/2006. Hal ini dapat dilihat 

dari perbandingan jumlah penyelesaian perkara yang ditangani 

Unit PPA Polres Pelabuhan 13elawan, dimana kasus yang dikirim 

Jaksa Pcnuntut. Umum (JPU) lebih besar dari perkara yang 

dicabut atau damai. 
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TABEL2 

USIA TERSANGKA TAllUN 2015 YANG DIPROSES UNIT PPA 

BULAN 
. ~ .. USIA TERSANGKA --

0-SThn 6-10 Thn 11-15 Thn 16~l8Thn · 
Januari - - - 5 
Pebruari - - - 7 
Maret - - 2 6 
April - - - 5 
Mei - - - 8 
Juni - - - 5 
Juli - - - 9 
Aguslus - - - 3 
September - - 1 7 
Oktober - - - 6 
Nopember - 1 - 4 
Dcsember - - t- 6 
Jumlah - 1 3 71 

Sumber : Adrninistrasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Bclawan 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat usia anak yang rentan sekali 

mclakukan tindak pidana adalah antara 16 - 18 Tahun. 

Dari hasil penc]itian diketahui bahwa tersangka yang berumur 0 - 15 tahun 

diupayakan memberikan apa yang terbai.k bagi si anak dimana sangat diperlukan 

mcncrapkan diversi dalam hal penangguhan pcnahanan bilamana tidak ada orang 

tua akan diupayakan bcrkoordinasi dengan Lcmbaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pcrempuan seperti Pusaka 

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP Al), Pusat Kajian 

Perlindungan Anak, Kclompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), 

dengan pertimbangan kalau semakin muda usia anak harus ditangguhkan 

penahanannya danjuga demi kepentingan terbaik untuk anak. 

Sedangkan untuk kasus tindak pidana pcncurian yang dilakukan olch anak 

maka dapat dilihat tabel berikut ini: 
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TABEL3 

ANAK PELAKU PENCURIAN YANG DIPROSES UNIT PPA 

No. Tahun Jumlah 

1. 2013 37 
2. 2014 25 
3. 2015 40 

I 
4. 2016 47 

Sumber : Adrninistrasi Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan 

Sebelum Unit PPA terbcntuk dalam dalam tata ke1ja dan struktur 

organisasi, kasus yang melibatkan perempuan dan anak ditangani di Ruang 

Penanganan Kl1usus oleh Penyidik Polri yang ditunjuk Kepala Satuan dengan 

mempcrhatikan disposisi Kepala Kepolisian R.esor Pelabuhan I3elawan. Dalam 

menangani pidana anak ini, Unit PPA masih perlu meningkatkan pemahamannya 

mengenai aturan yang diberlakukan bagi anak. 

Hal ini dibenarkan olch anggota Unit PP A Polres Pclabuhan Belawan 

sejak terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus yaitu tahun 2007 keanggotaan yang 

menangani ma<>alah anak terbatas dan perlu ditingkatkan pengctahuannya dengan 

cara diikutkan pada program pelatihan, seminar, lokakarya, dan diklat lain yang 

bersifat meningkatkan pengetahuan. Kegiatan Unit PPA. sendiri scjak terbentuk 

pada tahun 2007, ploting anggarannya terbatas sehingga kegiatan yang dapat 

dilaksanakan j uga tcrbatas. Berikut ini daftar aoggota Unit PPA Pol res Pelabuhan 

Delawan: 

TABEL4 
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DAFTAR ANGGOTA UNIT PPA 

(PELA YANAN PEREMPUAN DAN ANAK) 
POLRES PELABUHAN BELA WAN 

75 

1. Jon R.E. Pangaribuan IPDA Penyidik/Kanit PPA 
2. Fazri Sodiq BRIPKA Penyidik Pcmbantu 
3. Azmi Harahap BRIPKA Penyidik Pembantu 
4. Finsar BRIPKA Penyidik Pcmbantu 
5. Soni BRIGADIR Penyidik Pembantu 
6. Khozanah Ilma Terok BRIPDA Penyidik Pembantu 
7. Muthia BRIPDA Penyidik Pcmbantu 
8. Sekar BRJPDA Penyidik Pembantu 
9. Melan Simbolon BRIPDA Penyidik Pembantu 
10. Sri Bulan Bapas 
11. Muslim Harahap KPID SUMUT 

Sumber : Sumbcr : Administras~ Satuan Rcskrim Polres Pelabuhan Belawan 

Penempatan tahanan anak yang saat ini yang masih bercampur dengan 

tahanan dewasa juga perlu mendapatkan perhatian, meskipun kamarnya telah 

dipisah. Namun masih dimungkinkan terjadinya kontak, komunikasi, dan 

duplikasi perilaku negatif tahanan dewasa terhadap anak karena mereka masih 

dalam satu tahanan/ruangan. 

Pasal 33 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Penahanan terhadap anak 

dilaksanakan di tempat khusus yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara yang 

selanjutnya disingkat LP AS adalah tempat scmcntara bagi Anak selarna proses 

pcradilan bcrlangsung. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat 

dilakukan di LPKS setempat. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lcmbaga a.tau ternpat pclayanan sosial 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. 

Hukuman bagi pelaku tindak pidana oleh anak tclah diatur dalam Undang-
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Undang No. 11Tahun2012 Tcntang Sistem Peradilan Pidana Anak pada BAB V 

mengcnai Pidana dan Tindakan yailu : 

Pasal 69: 

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan 

dalam Undang-Undang ·ini. 

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikcnai tindakan. 

Pasal 71: 

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri at.as: 

a. Pidana peringatan 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga 

2) Pelayanan masyarakat. 

3) Pengawasan. 

c. J>etatihan kerja. 

d. Pembinaan dalam lembaga dan 

e. Penjara. 

(2) Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang dipcroleh <lari tindak pidana at.au 

b. Pemenuhan kewaj iban adat. 

(3) Apa bi la dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pcnjara dan 

denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan mart.abat 

Anak. 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pemberian sanksi pidana maupun tindakan rnenurut Undang-Undang 

Pcngadilan Anak ditcntukan berdasarkan subjck anak yang Ihelakukan, jika anak 

yang melakukan itu adalah anak nakal yang kategorinya anak yang melakukan 

tindak pidana maka dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Namun apabila yang 

melakukan adalah anak nakal yang kategorinya anak yang melakukan perbuatan 

yang terlarang bagi anak, maka terhadapnya hanya dapat diterapkan sanksi 

tindakan. Pasal 69 ayat (2) Undang"Undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan 

bahwa pemberian sanksi pidana maupun sanksi tindakan ditentukan berdasarkan 

usia anak pelaku, anak yang belum berusia I 4 tahun hanya dapat dikenai tindakan. 

~ - _-:_-. 
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t. BABV 

KESfMPlJLAN 

1. f aktor pcnycbab tcrjadinya tindak pidana pcncurian yang dilakukan oleh 

anak meliputi faktor keluarga, faktor ekonomi sosial, faktor lingkungan, 

faktor psikologi , serta faktor pendidikan 

2. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pcncurian 

dalam sistem pcradilan anak adalah dengan menerapkan ketentuan 

Undaog-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pcradilan Pidana 

Anak k.hususnya tentang konsep diversi dan restoratif justice, sehingga 

setiap perkara anak pelaku tindak pidana pcncurian tidak harus 

disclesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma 

terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat. 

3. Kendala dan upaya pcnanggulangan pcnegakan hukum terhadap anak 

sebagai pclaku tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan anak 

adalah pihak BAPAS bclum ada tempat wadah pcnampungan. Anak 

pclaku kejahatan tcrhada.p anak dibawah umur 14 Tahun dan pihak 

penyidik tidak dapat melakukan penahanan karena konsep diversi tidak 

bcrhasil, semcntara pihak korban keberatan dengan tindakan terhadap 

pelaku kcjahatan terscbut. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan 

upaya penanggulangan tcrsebut dengan penyc<liaan sarana serta prasarana 

dalam penyidikan anak di tiap unit PP A Po Ires sctempat dan upaya diversi 

tctap dilakukan dengan pendckatan terns mcncrus dalam konsep diversi. 
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Saran 

1. Diperlukan adanya suatu kcbijakan dari pimpinan tertinggi di kepolisian, 

agar menerapkan batasan dan pardlTietcr dalam melakukan penyidikan 

terhadap anak pclaku tindak pidana pencurian, sehingga ke depan tidak 

didapati lagi cclah pcnyalahgunaan wewcnang dalam kaitannya dcngan 

pcrlindungan hukum tcrhadap anak pelaku tindak pidana. 

2. Diperlukan upaya pemantapan kinerja PP A sebagai Unit di tingkal Polres 

dengan memberdayakan fungsinya di dalam rnenangani perkara tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak secara menycluruh, sehingga ti.dale terjadi 

lagi tumpang tindih penanganan perkara yang dilakukan oleh anak selaku 

pelaku tin<lak pidana pcncurian. 

3. Diperlukan penyediaan ruang tahanan anak yang terpisah dengan tahanan 

dewasa sehingga anak tidak terganggu perkcmbangan psikologisnya. 

4. Agar Pihak Pcmerintah mempersiapkan prasarana penahanan anak sesuai 

kebutuhan anak untuk pendidikan , pembinaan rohani dan sesuai 

kebutuhan anak sebagaimana mestinya untuk menghindari pembentukan 

karakter anak sebagaimana diharapkan nantinya olch rnasyarakat 

dil ingkungannya 
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